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ABSTRACT

THE CONCEPTION OF IMPROVED GUIDANCE FOR INMATES OF
NAROQOTICS AND PSYCHOTROPIC INSTITUTIONS AT THE CORRECTIONAL
INSTITUTIONS AND DETENTION HOUSE IN ACEH PROVINCE

Ace Hendarmin
Universitas Terbuka
E-Mail : acechendarmin@yahoo.com

Key words :Coaching Pnsonem, Narcotic Drugs and Psychotropic, Substances
Correctional Institution and Detention House

Increase of the number of narcotic drugs and psychotropic prisoners at the
Correctional Institutions and State Detention Houses in the Province of ‘Acéh must
be in balance with the increase of the special program of rehabilitation. This
program is a set of coordinated and integrated efforts. Therefore, this study aimed
to examine the questions: (a) How the implementation of the nirture program for
prisoners on cases of abuse of psychotropic drugs?, (b) What are the constraints in
the implementation of the nurture program for priSoners on cases of abuse of
narcotic and psychotropic drugs?, and (c) How isv/the institutional strategy
increased implementation of the nurture program fot prisoners on cases of abuse
of psychotropic drugs?.

This study applied the analytical, descfiptive method that analytically
described, portrayed, analized, and explained the problems of the nurture program
for narcotic drugs and psychotropic- prisoners based on correctional system. Data
were taken from the legislations, teferences, and research reports. In order to
support secondary data, primary data were acquired from questionnares that were
distributed to 60 narcotic{drgs and psychotropic prisoners, interviews with 6
Heads of Units, 6 Heads of Development Section/Detention Services, 1 Head of
Regional Office of Legal Affairs and Human Rights in Aceh, as well as 1 Head of
BNP of Aceh. Those data were analyzed by qualitative and quantitative
techniques.

From the-findings of the research results obtained the fact that the
Prisoners’ Case Guidance on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Correctional Institution and Detention House in Aceh has not been implemented
properly because of the constraints, among others, the excess of the residents, the
low human resouces competency of officers, lack of budget, yet the maximum co-
operation between agencies, lack of family participation, organizational structures
that do not support the performance, yet effective system Oversight, and the lack
of utilizing public participation.

The strategy that should be implemented is to increase competencies of
Trustees officers through education and training, to increase the prisoners and
their family participation, to cooperate with non governmental community, police,
the National Narcotics Agency, and regional hospitals, and to make a change in
the structure of organization, planning, and budgeting as well as to increase the
effective monitoring and public participation. '
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ABSTRAK

KONSEPSI PENINGKATAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA DI PROVINSI ACEH

Ace Hendarmin
Universitas Terbuka
E-Mail : acehendarmin@yahoo.com

Katakunci : Pembinaan Narapidana, Narkotika dan Psikotropika, Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peningkatan jumlah narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh harus, diimbangi
dengan peningkatan pembinaan program khusus rehabilitasi narkotika yaitu
rangkaian upaya terkoordinasi dan terpadu. Oleh karena .itu,, penelitian ini
ditujukan untuk mengkaji pertanyaan: (a) Bagaimanakah peiaksasiaan pembinaan
terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotike~dan psikotropika?, (b)
Apakah yang menjadi kendala dalam pembinaan terhadap narapidana kasus
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?, dam “(C)  Bagaimanakah strategi
kelembagaan dalam peningkatan pembinaani “terhadap narapidana kasus
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?.

Penelitian ini bersifat deskriptif asnalitis yaitu mendeskripsikan,
menggambarkan, dan menganalisis/ permasalahan pembinaan narapidana
berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, Data” diambil dari perundang-undangan,
buku ilmiah, dan laporan penelitiszn. Untuk mendukung data sekunder digunakan
data primer yang bersumber dari jawaban kuesioner 60 orang narapidana kasus
narkotika dan psikotropika dari, 6 UPT Pemasyarakatan di Provinsi Aceh serta
jawaban responden yang diwawancarai yaitu 6 orang Kepala UPT, 6 orang Kepala
Seksi Pembinaan/Pelayanan Tahanan, 1 orang Kepala Bidang dari Kanwil Hukum
dan HAM Aceh, dan ‘1, orang Kepala BNP Aceh. Data dianalisis secara deskriptif
kualitatif dan kuantitatif:

Dari temuan” hasil penelitian didapatkan fakta bahwa Pembinaan
Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara di Aceh belum dilaksanakan sebagaimana mestinya
karena adanya kendala-kendala antara lain: kelebihan penghuni, rendahnya
kompetensi SDM petugas, kurangnya anggaran biaya, belum maksimalnya
kerjasama antar-instansi terkait, kurangnya partisipasi keluarga, struktur
organisasi yang tidak mendukung kinerja, belum efektifnya Sistem Pengawasan,
dan kurangnya partisipasi publik. .

Strategi yang perlu dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kompetensi
petugas pembina melalui pelatihan dan pendidikan, meningkatkan partisipasi
narapidana dan keikutsertaan keluarga mereka, bekerja sama dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat, pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Rumah
dan penganggaran seperti halnya mengefektifkan pengawasan serta meningkatkan
partisipasi publik.
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BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A.KERANGKA TEORETIK
1. Sejarah Pemidanaan

Istilah “pemidanaan” sinonim dengan istilah “penghukuman” yakni
pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim (sentence atau veroodeling).

Dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa
jenis-jenis pidana ada dua macam yakni pidana pokok dan piddna\tambahan.
Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana
denda. Pidana tambahan dapat berupa: pencabutan hak-hak’tertentu, penyitaan
benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

Berbicara tentang pembinaan narapidana)di Indonesia, tidak terlepas dari
pengertian perlakuan terhadap orang térpidana pada umumnya. Oleh karena itu,
sebelum menelaah tentang pembinsan narapidana di negara kita, akan diuraikan
terlebih dahulu meskipun sécara sepintas tentang perkembangan perlakuan orang
terpidana pada umuninya:-Apabila kita melihat ke belakang dan merenungkan
tentang perlakuan tetpidana, maka ada empat pendapat dari tujuan pidana, yaitu
“ pembalasan, penjeraan, penutupan, dan rehabilitasi ataureinteérasi ”,

a. Pembalasan merupakan doktrin yang memandang bahwa manusia yang
dinyatakan jahat itu dianggap sebagai sampah masyarakat, bahkan
sebagai binatang buas, sebagai musuh masyarakat, maka perlu
diusahakan kekuatan fisiknya dipatahkan dengan bermacam cara
menyakitinya, sehingga tidak jarang ia menjadi cacat seumur hidupnya.
Doktrin ini dianut pada zaman pra-klasik (sebelum abad ke 18).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf



17

b. Penjeraan, dianut oleh aliran klasik yang menentang aliran pra-klasik
dengan paham pembalasannya. Menurut aliran ini tujuan dari hukuman
adalah untuk menjerakan sehingga tidak akan melanggar hukum lagi.
Memang doktrin ini semula dimaksudkan sebagai doktrin yang
berperikemanusiaan, tetapi akhirnya merosot dan banyak mendapat
tantangan, karena prakteknya menyimpang dari tujuan semula.

c. Penutupan (sebagai usaha pembasmian), merupakan doktrin yang
memandang penutupan si pelanggar hukum sebagai usaha perlindungan
terhadap masyarakat dari dilakukannya pelanggaran' hukum oleh
pelanggar-pelanggar tersebut.

d. Rehabilitasi, dimulai dari Lombroso (mazbab"Jtalia yang merupakan
reaksi terhadap teori-teori aliran. klasik), Ferri (1956-1982), dan
Garufallo (1853-1934). Mereka bersama-sama menyelidiki sebab-sebab
objek. Mereka berpendapat bahwa pada manusia-manusia kriminal itu
terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tak terdapat pada manusia
biasa.

Pendapat “bahwa tujuan pidana adalah rehabilitasi disebut pandangan
modern ( pandangan pada waktu itu ). Pendapat ini mendapat tantangan dari ahli-
ahli yang lebih banyak bergerak dalam bidang penghindaran khusus, Para ahli ini
berpandangan bahwa hukum bertujuan menahan pelanggar mengulangi
perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatannya yang telah
direncanakan. Bemmelen (1984: 21) membuat suatu gambaran tentang hukuman
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a. Hukum itu harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat
menahan khusus para pelanggar hukum melakukan suatu niat yang
buruk.

b. Hukum harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum,

yang nanti memerlukan suatu reclassiring.

c. Hukum harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang

sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.

d. Tujuan satu-satunya dari hukum ialah mempertahankan tata tertib

hukum.

Apabila diperhatikan tentang uraian macam-macam tujuan hukum di atas,
maka kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tujuan hukum tetap sebagai
perlakuan terhadap terpidana yang kesemuanya pada akhimya berlandaskan
pikiran, bahwa manusia pelanggar hukum itu adalah lain dért manusia lain,
bahkan ada kalanya dianggap bukan manusia lagi. Dengan Kaia iain si terpidana
dianggap sebagai objek belaka. Pandangan-pandangan seperti ini tercermin baik
pada bentuk-bentuk gedung penjara, maupun.sifat preventifnya dan represifnya
dari sistem pidana yang ditujukan kepada si terpidana untuk patuh kepada hukum.
Usaha-usaha perbaikan terhadap- perlakuan terpidana  akhimya menjadi
pembicaraan internasional,  sehingga dibentuklah suatu komite internasional
pidana dan peluksanaan piddna, dengan tugas merencanakan dam menyusun
standard minimum rules for the treatmemt of prisoners, yang akan digunakan
sebagai pedomanperlakuan terhadap terpidana. Perencanaan dan penyusunan ini
dimulai pada tahun 1933. Ini menunjukkan bahwa masalah yang menyangkut
pencegahan dan pemberantasan kejahatan sudah menjadi perbincangan lama
dalam forum internasional. Sesudah Perang Dunia II, disetujuilah oleh Sidang
Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, apa yang dikenal dengan universal
declaration of human right. Mulai dari saat itu masalah pencegahan dan perlakuan
terpidana menjadi salah satu kesibukan PBB, yang lebih dikenal dengan nama
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“Prevention of Crime and Treatment of offenders*, yang dimasukkan ke dalam
seksi sosial defence dari Sekretariat Jenderal PBB. Untuk pencegahan masalah ini
PBB mengadakan kongresnya lima tahun sekali.

Kongres PBB yang pertama tentang Prevention of Crime and Treatment
of Prisoners pada 1955 di Swiss, mengesahkan Standard Minimum Rules (SMR)
oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dari Sekretariat Jenderal PBB yang
menganjurkan semua negara anggotanya untuk menerapkan SMR sejauh
mungkin. Dalam SMR ini pandangan terhadap si terpidana sudah{bukan lagi
sebagai objek, melainkan sebagai subjek dimana pandangan terhadap tercapainya
ketertiban/pencegahan kejahatan dalam masyarakat dan\d@ujuan memperbaiki
terpidana sekaligus. Hal ini berarti pengasingan harus dibatasi hanya kepada
pelanggar hukum demi terlindungnya masyarakai” dan pelanggar dikenakan
tindakan lain selain pidana pengasingan, ’Selain itu tidaklah mungkin untuk
melindungi/menampung semua pelanggar hukum ke dalam penjara. Juga tidak
dibenarkan pemidanaan penjdara/adalah satu-satunya pemidanaan. Macam-macam
bentuk pelanggaran, bermacim-macam penilaian tentang berat/ringannya suatu
pelanggaran dan, kompleknya susunan pribadi manusia, menghendaki adanya
bermacam-macary’ pidana sesuai dengan tiap-tiap kejahatan. Penggunaan
bermacam-macam tindakan/pidana oleh pengadilan akan mencegah atau setidak-
tidaknya akan mengurangi kepadatan penjara-penjara, disamping akan berguna

Perlakuan terhadap terpidana, selain ditentukan oleh aliran atau faham atau
pandangan dari negara dan penguasa, juga tidak kurang pentingnya pengaruh
sarana atau peraturan perundang-undangan.
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Menurut sejarah hukum( pidana tertulis di Indonesia, selama penjajaban
terutama Belanda, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia Asli dan Timur
Asing, selalu dibedakan dengan hukum yang berlaku bagi orang Eropa, terutama
Belanda, meskipun bertempat tinggal di Indonesia. Bagi orang Indonesia Asli dan
Timur Asing, berlaku hukum adat masing-masing atau aturan-aturan Gubernur
Jenderal sebagai penguasa, yang tidak berprikemanusiaan. Hal ini terlihat dalam
ancaman hukum mati, misalnya, dengan dibakar hidup-hidup terikat pada suatu
tiang, dibunuh dengan keris, dicap bakar, dipukul dengan rantai, dintasukkan ke
dalam penjara, kerja paksa. Dengan adanya perubahan-perubahan hukam pidana
di Eropa dan khususnya di negara Belanda, maka di Hindia'Belanda (Indonesia)
pun yang merupakan bagian dari negara Belanda mengalami perubahan pula.
Untuk unifikasi dan kondifikasi hukum Hindia Belanda, maka mulai 1 Januari
1918 berlaku Wetboek Van Strafrech (WVS)-atau Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Stbl 1915, bersama-sama dengan peraturan-peraturan lainnya, misalnya
Gestichten Reglement (Reglexhen Penjara).

Setelah Indonesia mexdeka dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945,
melalui aturan peralihan, WVS dan peraturan-peraturan lainnya masih tetap
berlaku di negara Kita. DenganberdasarpadaPergnnan Presiden No. 2 tanggal 10
Oktober 1945, diadakanlah perubahan-perubahan pada WVS atau KUHP. Untuk
mengetahui pandangan perlakuan terhadap terpidana di negara kita, terlebih
dahulu harus meneliti azas dan tujuan daripada suatu sistem yang berdasarkan
kepada WVS dan peraturan lain yang menyangkut sistem kepenjaraan.
merupakan terjemahan dari WVS 1945. Pandangannya masih diliputi oleh teori
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pembalasan, yang berarti masih berpandangan individualistis. Apabila ditinjau
dari tujuan sistem kepenjaraan, karena pandangan-pandangan hidup itu
menitikberatkan kepada posisi individu, maka pemikiran pemidanaan pada sistem
kepenjaraan juga berorientasi kepada kemerdekaan individu. Hal tersebut yang
menimbulkan adanya pidana hilang kemerdekaan, yang menggantikan pidana
badan dan sebagian besar pidana mati. Yang menjadi sasaran dalam pidana itu,
juga individu, yaitu supaya ia bertobat, sehingga tidak lagi melanggar hukum.
Selain itu, juga dijadikan contoh bagi orang-orang, betapa tidak enakiiya dicabut
kemerdekaannya itu. Dalam sistem kepenjaraan, mengusahakan agar terpidana
tidak akan melanggar hukum lagi merupakan tujuan yang maksimal. Apabila
ditinjau sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila secara formil merupakan
falsafah/pandangan hidup bangsa schingga perlakuan terpidana harus dipandang
dari segi Pancasila. Sedangkan kenyatasnnya masih tetap mengacu pada
Reglemen penjara yang bersumber\ pada WVS 1915. Ditinjau dari segi
perkembangan penologi, kbususnya pandangan hidup bangsa Indonesia bahwa
sistem perlakuan terpidana berdasarkan WVS 1915 yang berasaskan pembalasan
sudah jauh ketinggalan. Melihat hal tersebut, maka para ilmuwan berusaha
menemukan suatt konsep sistem perlakuan terhadap terpidana disesuaikan dengan
pandangan hidup bangsa.

Menurut Rancangan Undang-undang Hukum Pidana yang tercantum
dalam Bab III Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:
a. mencegah dilakukannya tindak pidana menegakkan norma hukumen demi

pengayoman masyarakat;
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b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan sehingga
menjadikannya orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Sementara itu pada Ayat (2) dinyatakan bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan
untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
Dari deskripsi tujuan pemidanaan di atas, Puspoprodjo (1996 : 208)
menyimpulkan bahwa hukuman mempunyai 3 (tiga) fungsi. Sejaul yang melihat
ke masa lampau hukuman sifatnya retrosfeksif. Hukdman tersebut berupa
hukuman retributif dan vindikatif. Retributif karena‘penjahat membayar kembali
atas kejahatannya, memberi bagiannya kepada' si penjahat, memulihkan
keseimbangan keadilan yang semuls.. “diperkosa. Vindikatif karena
mempertahankan, menopang, menghalalkan hukum dan menundukkan orang yang
secara tidak adil telah membérontak melawan hukum tersebut dan memulihkan
kembali kewibawaan si pembuat hukum yang telah ditantang oleh si penjahat
tersebut.

Sejauh melihiat ke depan, hukuman sifatnya prospektif. Bentuknya dapat
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dua macam. Bila diarahkan untuk perbaikan si pelanggar dan membinanya

sebagai anggota masyarakat disebut hukum korektif. Bila ditujukan untuk
menanggulangi dijalankannya kejahatan atau sama dengan orang lain dengan
menunjukkan contoh apa yang terjadi dengan pelanggar, hukuman tersebut
bersifat preventif. Hukuman yang ideal seharusnya dapat memenuhi ketiga fungsi
itu, yakni melayani ketiga pihak yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



23

a. Restributif, melayani pihak yang dihina atau yang dilanggar haknya,

b. Korektif, melayani si pelanggar, dan

¢. Preventif, melayani masyarakat luas.

2. Konsepsi  Pembinaan Narapidana  Berdasarkan  Sistem

Pemasyarakatan

Pelaksanaan pemenjaraan di Indonesia dijalankan berdasarkan Sistem
Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan
agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahanfiya, )mémperbaiki diri,
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga ddpat ‘diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam” pembangunan, dan dapat
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

LAPAS adalah salah satu\ institusi negara yang bertugas untuk
menampung narapidana yang telah” dinyatakan oleh hakim putusannya, atau
kadangkala dipakai juga uniik tempat pelaksanaan penahanan yang dilakukan
oleh polisi, jaksa maupun hakim. Proses penjatuhan hukuman/penahanan pada
hakikatnya merupakan upaya paksa dalam rangka proses penegakan hukum yang
bertujuan agar di dalam masyarakat terdapat suasana aman dan tertib.

Sebagai langkah pertama Sahardjo, sebagai Menteri Kehakiman pada
1960-1963, dengan SK-nya No.J.S.8/120/17 tanggal 6 Desember 1960,
menetapkan bahwa pohon “beringin” dengan perkataan “pengayoman” sebagai
lambang hukum untuk dipakai sebagai lambang Departemen Kehakiman agar
menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam membina hukum,
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menjalankan peradilan dan keadilan, dan dalam memperlakukan narapidana.
Kemudian sebagai langkah selanjutnya, ketika beliau mengucapkan pidato pada
upacara penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh
Universitas Indonesia kepadanya pada 5 Juli 1963, dikatakan dengan tegas bahwa:
Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk
menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperiakukan narapidana, maka
tujuan pidana penjara kami rumuskan : Disamping menimbulkan rasa derita
pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergeraknya,
membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang
anggota masyarakat sosialis yang berguna.
Dari kata-kata di atas, jelas tidak saja masyarakat yang diayomi

terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang
yang tersesat melanggar hukum perlu diayomi dengan’memberikan kepadanya
bekal hidup sebagai warga masyarakat. Menunit Sahkardjo, tobat tidak dapat
dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan-bimbingan, karena terpidana itu
bukan dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan bergerak
saja. Pidana yang berat berarti bahwa derita dirasakan berat, karena bimbingan
dan didikan memerlukan waktu.yang cukup lama.

Negara menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan, yang berarti
mengambil kemerdekaan seseorang, dan nanti pada waktunya harus
dikembalikan ke masyarakat lagik sebagai anggota masyarakat. Negara tidak
berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia
dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Untuk membina dan mendidik
terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna dilakukan upaya
pembinaan yaitu, sebagai berikut.
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a. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak, ia diperkenalkan
dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.

b. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat
mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jawatan/negara
saja. Pekerjaan bersatu dengan pekerjaan masyarakat.

c. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

d. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,
meskipun ia tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepadanya bahwa ia itu
penjahat, sebaliknya ia harus merasa bahwa ia dipandang.den diperiakukan
sebagai manusia.

e. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang hidup di luar
masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat secbagai warga yang
berguna dan sedapat-dapatnya tidak jerbelakang.

f. Narapidana hanya dijatuhi-pidana hilang kemerdekaan bergerak. Jadi perlu
atau setelah mendapat pendidikan berangsur-angsur mendapatkan upah
untuk pekegaen. Kemudian Sahardjo dalam Widiada (1995 : 51)
merumuskan beberapa konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut.

1) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh
kepada pendapat bahwa individu yang bersangkutan itu adalah
manusia biasa, Insanul Karim, Makhluk Tuhan yang tertinggal di
antara makhluk lain.

2) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh
kepada pendapat bahwa tiap-tiap manusia hitam, putih, atau sawo
matang adalah sama-sama dikaruniai dengan itikad baik oleh Tuhan

Yang Maha Esa.

3) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh
kepada pendapat bashwa manusia adalah makhluk yang hidup
bermasymkat,hxdupbagowngroyong,dmpenuhdmgmmm
tantangan terhadap mana ia selalu menyesuaikan diri
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4) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh
kepada pendapat bahwa individu yang bersangkutan dan masyarakat
di lvamya adalah satu integritas dan terdapat potensi-potensi yang
selalu mempengaruhi.

5) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan tegas
kepada pendapat bahwa complicity dan integrity tersebut hanya
dapat diatasi dengan jalan gotong royong.

Perbedaan pokok antara sistem pemasyarakatan dengan sistem-sistem
perlakuan secara liberalis adalah sistem secara liberalis memusatkan gerak
usahanya kepada individu narapidana, anak piara negara, dan sebagainya.
Sementara itu, sistem pemasyarakatan dalam usahanya bergerak secara
multifungsionil dan simultan di antara narapidana juga yang bersangkutan dan
masyarakat di luarnya sebagai satu integritas kehidupan daf,penghidupan.

LAPAS sebagai salah satu instansi penegak/hukum; idealnya harus dapat
berperan sedemikian rupa agar kepentingan ketiga‘pihak tersebut di atas dapat
dicapai secara maksimal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah ketiga
peranan tersebut dilaksanakan secara ‘serasi dan seimbang? Karena apabila dilihat
secara kasat mata, nampakn¥a fungsi tersebut sangat kontras satu sama lain
sehingga merupakan tugas yang dilematis sifatnya. Bagaimana melayani ketiga
pihak tersebut secara-mermuaskan, sedangkan kepentingan dari pihak-pihak yang
dilayani, tidak ‘saima bahkan kadang-kadang satu sama lain saling bertolak
belakang (kontradiktif, paradoksal).

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi, eksistensi LAPAS adalah
merupakan suatu “alat penguasa” yang dibentuk dengan tujuan agar setiap
anggota masyarakat yang telah melanggar peraturan/hukum yang ada masyarakat
(dan oleh karena itu ia dianggap mempunyai perilaku “menyimpang”) dapat

dibina agar yang bersangkutan dapat hidup di masyarakat secara “normal”. Dalam
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arti setalah menjalani pidananya, ia dapat ikut aktif melaksanakan kegiatan-
kegiatan kemasyarakatan secara positif.

Apabila diperhatikan secara seksama, tujuan tersebut di atas sebenamya
sesuatu hal yang wajar, karena fungsi yang demikian notabene adalah merupakan
upaya mensosialisasikan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan
demikian eksistensi LAPAS adalah juga mengemban tugas dan tanggungjawab
institusi sosial yang ada di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, alim ulama dan
lain sebagainya. Malahan lebih ekstrim lagi, dapat dikatakan bahwa. eksistensi
LAPAS tidak akan pernah ada, apabila institusi sosial yang disebut\di Thuka, dapat
melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu dapat mensésialisasikan nilai-nilai
yang ada di dalam masyarakat secara sempurna. Dengan.demikian semua warga
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik pula. Pada gilirannya hal
ini dapat menciptakan suasana yang amafi“dan-tertib di masyarakat, karena tidak
ada lagi seorangpun warga masyarakat yang melanggar hukum. Dengan perkataan
lain, dapat disimpulkan bahwa eksistensi LAPAS sebenarnya tidak diperlukan,
seandainya institusi-institusi‘sosial tersebut dapat melaksanakan fungsinya secara
efektif. Ditinjau dari.sudut pandang ini, secara ideal LAPAS diharapkan dapat
berperan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan yang dialami oleh keluarga, alim
ulama, sekolah dan lain sebagainya dalam membina anggota masyarakat yang
telah melakukan pelanggaran (penyimpangan) tersebut.

Namun bersamaan dengan itu, LAPAS juga dibebankan peranan untuk
melayani kepentingan masyarakat lainnya, yakni bagaimana caranya agar
‘dampak hukumantersebut harus dapat mempengaruhi sedemikian rupa , agar

anggota masyarakat yang lain (yang belum melanggar hukum) merasa takut untuk
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melakukan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa secara ‘“visual” pelaksanaan
hukuman harus “mengerikan” dan membuat orang “takut” untuk berbuat
kejahatan (deterrence effect).

Di samping itu, hukuman juga sekaligus harus dapat memenuhi harapan
dan tuntutan dari pihak yang menjadi korban kejahatan, yang biasanya akan
menuntut ditegakkannya keadilan. Biasanya secara subjektif rasa keadilan itu oleh
masyarakat awan dipersepsikan sebagai pemberi “pembalasan” yang setimpal
kepada si pelaku kejahatan. Hal yang demikian dapat dimengerti karena secara
naluriah dan fitrah manusia memiliki instink untuk mempertahankan dan
melindungi cara hidup yang berakar dalam pikiran masyarakat berdasarkan emosi-
emosi yang bersifat kolektif. Kesadaran ini membuat mereka takut terhadap
kejahatan dan selanjutnya menuntut diadakannya suatu perwujudan balas dendam
terhadap pelaku kejahatan (Saleh, 1988 <% 46). Dan memang hakikat
penghukuman, seperti yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah
pemberian “derita” secara sadar.oleh negara kepada pelaku kejahatan. Hal ini
sesuai dengan pendapat' Prot. Simons yang dikutip oleh Lamintang yang
menyatakan bahwag

“Pidana ataw/straf itu adalah penderitaan yang oleh undang-undang telah
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu
putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”
(Lamintang, 1984 :35).

Kesemuanya itu, apabila dikaitkan dengan peranan dan fungsi LAPAS,
maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah itikad untuk membina (fungsi
korektif) dapat berdampingan secara harmonis dengan itikad membalas dendam

(fungsi retributif)? dapatkah situasi yang menakutkan dan menyeramkan (fungsi
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preventif) mempunyai daya dukung yang konduksif untuk menyelenggarakan
pembinaan (fungsi korektif — edukatif).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa petugas LAPAS senantiasa
dihadapkan pada peranan yang serba dilematis dan paradoksal. Menurut
pengalaman di lapangan seringkali fungsi korektif harus berhadapan secara
diametral dengan fungsi preventif dan/atau fungsi retributif. Apabila petugas
LAPAS terlalu mementingkan fungsi korektif maka kedua fungsi lainnya
cenderung terabaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan komentar¢masyarakat
awam yang menyatakan bahwa “penjara itu sekarang enak, dikasih makan dan
kalau sakit diberi obat dan lain-lain, pantasan banyak orang yang fidak kapok dan
ingin masuk lagi ke penjara”. Demikian pula sebaliknya, apabila fungsi preventif
dan retributif yang ditonjolkan maka fungsi korektif cenderung tidak akan
berjalan. Dalam kata lain Standard Minimtum Rules for The Treatment of
Prisoners mensinyalir adanya hal-hal yang paradoksal tersebut dimana dalam
point 14 dinyatakan, bahwa:

*“Pimpinan LAPAS sering dihadapkan pada pilihan yang kurang memuaskan
dalam hal pembindan narapidana di dalam LAPAS jika para penghuni
diasingkan <«{dikerangkeng/disel), hasilnya bahkan merupakan suatu
kerusakan lebih jauh kepribadiannya yang sudah goncang itu; apabila
mereka dipefbolehkan bercampur dengan sekedar kebebasan, akibatnya
yang langsung adalah suatu perkembangan tata kehidupan dalam LAPAS
yang menyimpang. Tujuan-tujuan pembinaan di dalam LAPAS cenderung
berbelok ke arah yang menyimpang itu kerena terpengaruh oleh kekuatan-
kekuatan yang merusak yang terdapat dalam hubungan kehidupan para
penghuni LAPAS dan oleh cara-cara yang diperlukan untuk pengamanan
mereka”.
B. Proses Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan menurut sistem pemasyarakatan adalah serangkaian

tindakan atau aktivitas pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila,
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yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis, agar narapidana tersebut
menjadi orang yang baik. Proses pemasyarakatan dimulai sejak pelanggar hukum
(narapidana) ‘secara yudiris diputus bersalah oleh hakim sampai habis masa
pidananya. Pada dasarnya proses pemasyarakatan itu melalui beberapa fase
sebagai berikut.
1. Admisi orientasi
2. Penentuan program permulaan melalui sidang
3. Pelaksanaan program permulaan dan evaluasinya
4. Penentuan program selanjutnya
5. Pelaksanaan program selanjutnya dan evaluasinya
6. Penentuan program transisi menjelang pembiziaan lvuar lembaga
7. Pelaksanaan program transisi dan evaluasinya
8. Penentuan program pembinaan luat femibaga
9. Pelaksanaan program pembinaan lbar lembaga dan evaluasinya
10. Penentuan final (dischdrge)
Secara singkat fase pembinaan’ini melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.
a. Tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
1) Admisi orientasi
Admisi adalah penerimaan pertama dalam Lembaga Pemasyarakatan
bagi narapidana yang baru melanggar hukum. Sementara itu, bagi
mereka yang telah pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan
(residivist), penerimaannya disebut re-admisi. Orientasi diartikan
sebagai pengenalan pertama bagi narapidana terhadap lingkungan
hidup terpidana yang bersangkutan, dimana narapidana tersebut akan
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menghabiskan sebahagian waktunya dalam lingkungan itu. Selain
narapidana dikenalkan kepada lingkungannya, para petugas juga
mengadakan orientasi terhadap latar belakang kehidupan narapidana
tersebut. Fase ini berlangsung lebih kurang sebulan, dan narapidana
selama ini ditempatkan di ruang khusus admisi-orientasi. Dalam fase
ini narapidana diberi penjelasan tentang kedudukannya juga
penjelasan mengenai hal-hal berikut.

a) Tata tertib kehidupan dalam LAPAS

b) Surat menyurat/komunikasi dengan keluarga

¢) Prosedur yang menyangkut pembinaan di dalam LAPAS

d) Prosedur kunjungan keluarga

e) Hubungan kemasyarakatan

f) Pendidikan sosial

g) Bekerja di perusahaan\atatytempat lain

h) Kesehatan, mdkanan

i) Disiplin dalan{ mengikuti program pembinaan

j) Sekolah, kursus, dan sebagainya.

Selain penjelasan tentang hal-hal tersebut di atas, hendaknya narapidana
juga diberitahukan tentang walinya selama ia berada di Lembaga Pemasyarakatan,
yang maksudnya agar bila narapidana tersebut memerlukan sesuatu atau punya
masalah, maka ada petugas yang dapat dijadikan tempat mengadu. Wali ini secara
rutin mengadakan kontrol kepada narapidana tersebut, untuk membantu
mencarikan pemecahan masalah yang dihadapi narapidana itu. Wali juga bertugas

mengumpulkan data-data tentang narapidana tersebut, untuk menentukan program
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pembinaannya. Dari hasil wawancara atau dengan cara lain selama masa admisi-
orientasi ini, dapat diketahui latar belakang kehidupan yang bersangkutan, hal-hal
yang menyebabkan ia masuk Lembaga Pemasyarakatan, kegemaran, pendidikan,
keahlian, dan lain-lain.

2) Penentuan program pembinaan

Setelah masa admisi-orientasi berakhir, dan setelah data-data yang
diperlukan mengenai narapidana itu tersedia, maka diadakan sidang Tim
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang pertama. Sidang ini menentukan program
pembinaan, yang meliputi :

a) penempatan,

b) pekerjaan,

¢) pendidikan,

d) agama/ibadah, serta
e) rekreasi dan lain-lain.

Setelah TPP menetapkan/program pembinaannya, maka untuk selanjutnya
narapidana tersebut diserahkaft’kepada urusan atau bidang masing-masing yang
ada hubungannya dengan pembinaan, seperti keamanan, administrasi, kesehatan,
pendidikan, perawatan, dan sebagainya. Tiap-tiap bidang merupakan penanggung
jawab atas pembinaan itu, dan selalu memberikan laporan kepada wali narapidana
tersebut. Program pertama dinilai/dievaluasi setelah berjalan tiga bulan.

3) Perubahan dan evaluasi program pembinaan
Setelah program pembinaan berjalan, maka diadakan sidang TPP

selanjutnya. Dalam sidang ini program-program yang kurang cocok dalam
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pembinaan harus diubah. Sebaliknya, program yang telah diterima dengan baik
harus ditingkatkan pembinaannya.

Sidang seperti ini terus diadakan untuk lebih memantapkan pemberian
program pembinaan.

b. Pembinaan masa transisi (pre release treatment)

Setelah tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan mendekati
akhir, TPP mengadakan sidang kembali untuk menentukan program pembinaan
yang disebut program pembinaan lanjutan, dimana narapidana sudah mulai
diasimilasikan dengan masyarakat.

Dalam sidang ini diikutsertakan petugas pembinaafynion institusi dan juga
instansi masyarakat. Narapidana yang akan dibina di'luar'tembok Lembaga dalam
masa transisi ini, adalah mereka yang berkelakuan baik berdasarkan hasil sidang
TPP. Pada masa ini narapidana diharuskan-banyak kontak dengan masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan ia-dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan
masyarakat. Narapidana yang‘menjalani masa pembinaan ini, lebih banyak dibina
dalam segi sosialnya, dengan mengikutsertakannya dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat, serta memperbanyak menerima kunjungan keluarganya.

c. Pembinaandi luar LAPAS

Setelah narapidana menjalani tahap pembinaan masa transisi (pre release
treatment) dengan baik, maka diadakan sidang TPP untuk menentukan program
pembinaan selanjutnya. Seperti dalam masa transisi tadi, dalam sidang ini juga
diikutsertakan petugas non institusi, karena selanjutnya narapidana akan
diserahkan kepada mereka. Pembinaan di luar LAPAS meliputi:

1) pidana dengan perjanjian;
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2) lepas bersyarat, yang ini diberikan kepada narapidana yang telah
menjalani 2/3 dari masa pidananya; atau

3) cuti pre release treatment, diberikan kepada narapidana menjelang
bebasnya, sebesar remisi (potongan pidana pada waktu 17 Agustus)

terakhir, dan maksimal enam bulan.

C. Pengertian Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum
(rechstaat) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (machstaat). Qleh karena
itu, setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Bachsan (2003:66) menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh
empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

2. Negara berdasarkan pada peniisahait ' kekuasaan Eksekutif, Legislatif

dan Yudikatif

3. Pemerintahan didasarkan‘pada Undang-Undang (wetmatig bestuur)

4, Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Pendapat tersebut di\afas dapat diartikan bahwa tegaknya HAM selalu
mempunyai hubungan. kolerasional positif dengan tegaknya negara hukum.
Artinya, apabila.suatu negara mampu menerapkan sendi-sendi hukum yang
berlaku maka secara otomatis HAM dalam negara tersebut dapat ditegakkan.
Kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara
secara egaliter.

Hukum berasal dari negara. Namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata
hukum berasal dari penguasa negara, yaitu pemerintah. Pemerintah mengatur

kehidupan masyarakat melalui politiknya. Hukum bertujuan untuk menciptakan
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aturan yang adil berdasarkan harkat manusia yang sejati. Hukum mengatur
kehidupan bersama agar aktifitasnya sehari-hari di masyarakat, bila timbul
konflik-konflik, dapat segera diatasi dengan berpegangan pada hukum yang
berlaku.

Antara hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat,
bagaikan dua sisi mata uang. Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja bahwa hukum dalam pelaksanaannya memerlukan kekuasaan
sedangkan kekuasaan ini mempunyai batas-batasnya yang ditentukan tleh hukum.
Dengan perkataan lain, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan
kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman atau kesewenang-wenangan. Hubungan
hukum dan kekuasaan terjadi karena pada dasarnyaukuin bersifat memaksa dan
kekuasaan dipergunakan untuk mendukung agar hukum ditaati oleh masyarakat.
Akan tetapi sejalan dengan itu, hukum \pur mengatur agar upaya paksa dari
hukum tersebut tidak disalahgunakan oleh aparatur hukum.

Hak asasi manusia addlah-seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai“makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah yang waiib-dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, dan pemiefintah dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butirl Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia), meskipun hak tersebut diberikan Tuhan kepada
setiap manusia secara kodrati yang pada intinya mengandung tuntutan namun
bukan berarti manusia dengan hak-hak tersebut dapat berbuat semaunya akan

tetapi harus mempertanggungjawabkannya apabila telah melakukan diskriminasi
terhadap orang lain.
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Oleh karena itu prinsip hak asasi manusia tersebut harus disosialisasikan dan
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan
bermasyarakat. Karena hak asasi manusia sebagai standar yang harus dicapai dan
harus dipedomani oleh seluruh masyarakat bangsa di dunia sehingga
implementasinya harus selalu dipertimbangkan adanya keseimbangan antara hak
dan kewajiban serta antara aturan kepentingan individu dan kepentingan umum
bahkan kepentingan negara.

Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia berdasarkan
Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indenesia® Nomor
XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 pountI:D. yaitu sebagai
berikut,

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan.
Mengingat hak dasar merupakan anugerah déri Tuhan Yang Maha Esa, maka
pengertian hak asasi manusia adalah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
yang melekat pada diri manusia; bersifat kodrati, universal dan abadi, serta
berkaitan dengan harkat, dan.martabat manusia.

2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa
membedakan\jenis’ kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan
politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasan
hak asasi mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia,
sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.

3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan
dinamis yang pelaksanaannya bekembang dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hak asasi manusia sebagai hak
yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di manapun
berada, dan tidak dapat dikurangi sedikitpun. Oleh karena itu, kepatuhan kepada
hak asasi manusia akan memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian hak-
hak asasi manusia itu tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, seperti kebebasan
berbicara dan bebas dari penyiksaan, namun hak tersebut meliputi hak ekonomi,
sosial, dan budaya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta
kesehatan begitu juga hak untuk ikut serta dalam pembangunan.

Hak yang berlaku untuk individu disebut hak individu seperti hak untuk
mendapatkan keadilan. Sementara itu, hak yang berlaku untuk kelompok disebut
hak kolektif seperti untuk ikut serta dalam pembangunanuntuk menentukan nasib
sendiri.

Dalam Dekiarasi Universal Hak Asasi-Manusia (DUHAM) tahun 1948,
hak-hak yang ditetapkan di dalamnya 'merupakan dasar bagi pembuatan hukum hak
asasi manusia dan merupakan’ dasar bagi perlindungan dan penentuan hak asasi
manusia di seluruh dunia\dan’didukung oleh semua negara termasuk Indonesia.
Hak-hak tersebut mehputi‘hak sipil dan hak ekonomi dan budaya (EKOSOSBUD)
yang mencakup hak-hak sebagai berikut.

a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi

b. Hak untuk mendapatkan kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi

¢. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat
manusia

d. Hak untuk mendapatkan persamaan di depan umum

e. Hak untuk mendapatkan keleluasan pribadi
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f. Hak kebebasan beragama dan memiliki kepercayaan

g. Kebebasan untuk menyalurkan pendapat

h. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul secara damai

i. Hak untuk mendapatkan keamanan sosial

j. Hak untuk mendapatkan kesempatan kerja

k. Hak untuk mendapatkan taraf hidup yang layak

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Prinsip universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua manusia
dilahirkan bebas dan sama dalam martabat yang baik. Mereka dikaramiai akal dan
hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia, dalam semangat
persaudaraan” (Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi‘Manusia). Ketentuan ini
merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan
kebebasan serta persamaan manusia, yang.mefitnjukkan nilai normatif konsep
hak-bak asasi manusia. Dengan demnikian; apapun status yang disandang oleh
seseorang tidak akan dapat mierigurangi atau bahkan menghilangkan martabat,
kebebasan, serta persamaanbhdk dan kewajiban seseorang di dalam masyarakat.
Tuntutan akan pementhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari
pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat.
Salah satu nilai universal hak asasi manusia adalah “Persamaan kedudukan

di dalam masyarakat”. Prinsip ini mempunyai arti yang sangat luas. Namun pada
dasarnya pernyataan ini dapat diartikan bahwa setiap orang mempunyai hak dan
kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat. Hanya undang-undang yang
dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang. Kondisi ini berlaku secara

universal, artinya bahwa apapun kedudukan atau status seseorang tidak akan
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mengurangi atau menambah hak dan kewajibannya dalam keadaan normal. Hal ini
sangat jelas tertera dalam pasal 28J ayat (1) UUD 1945 :
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis”.

Implementasi nilai “persamaan kedudukan di dalam masyarakat”
diterapkan di berbagai bidang termasuk salah satunya adalah di bidang hukum.
Salah satu prinsip yang berlaku di bidang hukum adalah prinsip equeality before
the law (persamaan di hadapan hukum), yang berlaku bagi orang-orang yang
berkonflik dengan hukum. Proses yang dilalui oleh orang-ordng yang berkonflik
dengan hukum tidak menghilangkan hak dan /kewajiban yang dimiliki oleh
mereka. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidaklah selalu
mencerminkan apa yang seharusnya didapatkan. Bagi orang-orang yang
berkonilik dengan hukum, “kesetaraan” merupakan sesuatu yang mahal. Dengan

13

berbagai stigma yang mielekat” (‘kriminal”, “mantan kriminal”, “sampah
masyarakat” dan sebagainya), kondisi lingkungan sosial memposisikan orang-
orang yang berkonflik dengan hukum sebagai kelompok marjinal.

Berdasarkan pasal S UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan
asas-asas sebagai berikut.

a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap narapidana dalam rangka
melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh

narapidana.
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b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan
pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang,

c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan
dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain
penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan
kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu bahwa sebagai orang
yang tersesat narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Narapidana harus berada dalam LAPAS untuk jangka ‘wakiu tertentu,
sehingga negara mempunyai kesempatan untuk mempérbatkinya.

f. Terjaminnya hak untuk berbubungan dengafi keluarga dan orang-orang
tertentu, dengan maksud narapidana tetap. didekatkan dan dikenalkan
dengan masyarakat dalam bentuk{}aunjongan, hiburan di dalam LAPAS
dari anggota masyarakat yang\bebas, dan kesempatan berkumpul bersama
sahabat dan keluarga s¢perti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 14 UU No.\12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan
bahwa narapidana mempunyai hak-hak sebagai berikut.

a. Melakukanbadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

¢. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e. Menyampaikan keluhan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang
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g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi)

D. Pembinaan Narapidara Kasus Narkotika dan Psikotropika

Penyelenggaraan pembinaan narapidana kasus narkotika dan psikotropika
di LAPAS/RUTAN memerlukan kegiatan khusus sebab narapidana tersebut selain
mempunyai masalah mental dan sosial ekonomi juga biasanya ‘mengalami
masalah kesehatan fisik yang memerlukan penanganan khusus:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas)” merumuskan tiga
program pokok di dalam Rencana Aksi ‘Nasional Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkotika - Periode 2010-2014 sebagai respons terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap<narkotika. Tiga program pokok tersebut
sebagai berikut.

1) Bimbingan danpenegakan hukum

2) Terapi penanggulangan dan rehabilitasi narkotika dan psikotropika

3) Metode dan program therapeutic community

1. Bimbingan dan Penegakan Hukum

Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di semua tingkat
mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan penegakan hukum di LAPAS dan
RUTAN dengan melibatkan peran aktif Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan
Narkotika Provinsi (BNP), Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), dan
Kepolisian. Ditjenpas di tingkat nasional bersama BNN menjalankan kegiatan
penggeledahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan
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LAPAS dan RUTAN. Hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk advokasi ke
pemangku kebijakan di semua tingkat untuk perbaikan kinerja.

Tujuan Ditjenpas dalam rencana aksi nasional yaitu untuk mengurangi
kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta bentuk gangguan
keamanan lainnya sebagai usaha untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban
kehidupan sosial di lingkungan LAPAS dan RUTAN. Pelaksanaan rencana aksi
nasional tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kegiatan Bimbingan dan Penegakan Hukum di lingkungan Ditjenpas
dikoordinasikan oleh Direktur Bina Khusus Narkotika (Ditbinsastik) dan
Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban (Ditbinkanitib). Sementara itu,
kegiatan di tingkat wilayah dikoordinasikan oleh Kepala Divisi
Pemasyarakatan, sedangkan di tingkat Unit” Pelaksana Teknis (UPT)
dikoordinasikan oleh kepala UPT-masing-masing. Kegiatan-kegiatan ini
dapat juga dilaksanakan dengan melibatkan BNN, BNP, dan BNK.

b. Setiap LAPAS dan/RUTAN menjalankan kegiatan bimbingan dan
penegakan hukum “sedikitnya satu kali setiap bulan dan menargetkan
semua narapidand dan tahanan mendapatkan layanan penyuluhan dan
bimbingan hukum. |

c. Pelaksanaan bimbingan dan penegakan hukum di LAPAS dan RUTAN
berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sasaran rencana aksi nasional adalah sebagai berikut.
a. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di LAPAS

dan RUTAN.
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b. Meningkatnya partisipasi aktif narapidana dan tahanan dalam mencegah
terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan
LAPAS dan RUTAN.

c. Meningkatnya kesadaran narapidana dan tahanan dalam menciptakan
ketenteraman dan ketertiban lingkungan di LAPAS dan RUTAN.

d. Seluruh narapidana dan tahanan mendapatkan layanan bimbingan dan

penegakan hukum.

2. Terapi dan Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika

Terapi Ketergantungan Narkotika dilakukan dengan menyediakan
berbagai jenis pilihan agar mendukung proses permulihan” melalui berbagai
keterampilan yang diperlukan dan mencegah kekdmbulian (relapse). LAPAS dan
RUTAN akan memberikan layanan terapi dan-fehabilitasi sosial antara lain terapi
psiko-sosial untuk adiksi/ketergantungan narkotika. Terapi dan rehabilitasi medis
akan dikerjasamakan dengan pusat Jayanan keschatan setempat melalui sistem
rujukan.

Terapi ketergantungan narkotika dilakukan berdasarkan pada hasil
identifikasi tentang siapa, apa, dan bagaimana menggunakan narkotika serta
bagaimana kondisi sosial dan alternatif apa saja yang dapat ditawarkan secara
realistis pada kondisi sosial tersebut. Terapi psiko-sosial untuk
adiksi/ketergantungan narkotika di LAPAS/RUTAN dilaksanakan dengan
tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut.

a. Kegiatan perawatan kesehatan umum
Perawatan kesehatan narapidana narkotika dan psikotropika di LAPAS

dan RUTAN memerlukan perawatan yang khusus, sebab narapidana narkotika
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dan psikotropika merupakan kelompok risiko tinggi tertularnya berbagai
macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum bersama dan tidak
steril. Pelayanan tersebut dilaksanakan setelah melalui tahap admisi (sesuai
prosedur yang diatur dalam pola pembinaan narapidana dan tahanan).

1) Ketentuan umum pelayanan dan perawatan

a) Tindakan medik di LAPAS dan RUTAN dilakukan oleh tenaga
medik sesuai dengan standar perawatan medik.

b) Dokter dapat mendelegasikan tindakan medik kepada perawat
dengan petunjuk tertulis dan dicatat dalam catatan medik.

¢) Dalam keadaan gawat darurat dan pada saat/itu dokter tidak ada
di LAPAS dan RUTAN, tenaga dokter atau perawat dapat
melakukan tindakan berdasarkan kemampuannya sesuai dengan
prosedur tetap.

d) Perawat di LAPAS dan RUTAN hanya memberikan obat-obatan
sesuai dengan| petumjuk dokter. Petunjuk diberikan secara
tertulis, jikapetunjuk diberikan lewat lisan (telepon), maka
petunjuk tersebut dituliskan dalam catatan medik pasien.

e) Surat’keterangan medik dibuat oleh dokter.

f) Setiap tindakan medik harus mengikuti pedoman kewaspadaan
umum.

2) Perawatan kesehatan narapidana narkotika dan psikotropika
Perawatan kesehatan terdiri dari perawatan kesehatan awal, selama, dan
yang akan bebas dari LAPAS dan RUTAN.
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a) Perawatan keschatan awal bagi narapidana narkotika dan
psikotropika baru pada saat masuk LAPAS dan RUTAN adalah
sebagai berikut.

(1) Pemeriksaan identitas fisik narapidana narkotika baru
(meliputi: identitas personal, umur, serta tinggi dan berat
badan, termasuk pemeriksaan gigi).

(2) Pemeriksaan fisik secara umum juga dengan memperhatikan
tanda-tanda kekerasan pada permukaan tubuh (ienis luka,
ukuran, regio dan koordinat luka).Kondisi«luka-dicatat dan
digambar dalam rekam medik, termasuk-tanda-tanda bekas
jarum suntik di tubuh pemakai ndrkoba.

(3) Pemeriksaan fisik khusus menyangkut penyeludupan obat/
benda terlarang dalarti~rongga tubuh narapidana narkotika
baru.

(4) Pemeriksasan staiizs mental (emosi, perilaku dan proses pikir)
dan Screeming dalam penggunaan zat (psikotropika,
narkotika, dan alkohol).

(5).Pémeriksaan tanda-tanda pasti kematian dan cara kematian
(wajar/tidak wajar) pada narapidana narkotika baru yang
diduga “death on arrival” (meninggal pada saat tiba).
Petugas meminta pembawa narapidana narkotika agar
membawa jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan
forensik lebih lanjut pada kasus “death on arrival” dan

pembuatan berita acara penerimaan narapidana narkotika
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baru oleh petugas pendaftaran termasuk pemeriksaan
kesehatan, kemudian mempersilahkan pengawal
meninggalkan LAPAS dan RUTAN.

(6) Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjut
bila diperlukan yaitu pelaksanaan karantina narapidana
narkotika baru yang mempunyai penyakit menular akut.
Petugas membuat catatan medik tentang penyakit narapidana
narkotika baru yang mempunyai penyakit menular maupun
penyakit lain dan memasukkan dalam buku\kiiusus untuk
keperluan tersebut (register G).

(7) Pencatatan kondisi kesehatan narapidana baru dalam rekam
medik yang disediakan khusus untuk itu dilakukan oleh
tenaga keschatan seteléh,melakukan pemeriksaan tersebut di
atas.

(8) Pencatatan‘hasil pémeriksaan kesehatan hendaknya memakai
kartu rekani medik yang disediakan khusus untuk itu.

b) Perawatan “kesehatan narapidana narkotika dan psikotropika
selamna pembinaan di LAPAS dan RUTAN.

(1) Pemeriksaan keschatan atas indikasi dilakukan oleh dokter
dan perawat.

(2) Pemberian pengobatan pada narapidana narkotika yang
menderita sakit baik fisik maupun mental. Semua
pemeriksaan, obat-obatan, dan tindakan yang diberikan
dicatat dalam catatan medik.
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(3) Penanganan narapidana narkotika yang sakit:

(a) Sakit ringan: setelah diperiksa dan diberi pengobatan
oleh dokter/perawat hasilnya dicatat dalam catatan
medik.

(b) Sakit menular seperti: Hepatitis, TBC, Herpes, Varisela
dan penyakit menular lainya. Setelah diperiksa oleh
dokter/perawat dan diberi pengobatan, narapidana yang
sakit dirawat di ruangan isolasi i dalam
LAPAS/RUTAN atau dirujuk ke rumah sakit di luar
LAPAS/RUTAN.

(c) Narapidana narkotika pengidap HIV/AIDS tanpa gejala
tidak boleh ada diskriminasi atau diisolasi.

(d) Sakit yang memefiukan rujukan ke rumah sakit di luar
LAPAS/RUTAN “ditangani dengan prosedur rujukan
sebagai berikut.

o Penéntuan indikasi oleh dokter LAPAS/RUTAN
bahwa seorang narapidana narkotika perlu mendapat
tindakan medik atau perawatan kesehatan dengan
fasilitas yang lebih lengkap.

¢ Rumah sakit rujukan sudah disepakati pada masing-
masing daerah.

o Pembuatan surat rujukan oleh tenaga medik dengan

disertai data medik narapidana narkotika yang
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dirujuk harus diketahui kepala LAPAS/RUTAN
karena menyangkut segi keamanan dan administrasi.

e Pelaksanaan rujukan pasien sesuai prosedur
pengamanan dan sebaiknya didampingi tenaga
kesehatan LAPAS/RUTAN terutama pada kasus
gawat darurat.

e Jawaban rujukan dari rumah sakit rujukan yang
dikirim kepada dokter di LAPAS/RUTAN dicatat
dalam status untuk catatan medik.

(4) Sakit yang memerlukan perawatan di runiah sakit di luar LAPAS.

(a) Selama narapidana narkotika- dirawat di rumah sakit
berlaku prosedur pengamanan yang sudah ditetapkan
dan diketahui instafisi penahanan terkait.

(b) Bila narapidana narkotika sudah selesai perawatan
selamd di-rumah sakit, yang bersangkutan kembali ke
LAPAS/RUTAN dan dijemput oleh petugas dengan
ménunjukkan form penjemputan narapidana yang
selesai dirawat.

(c) Rumah sakit yang merawat narapidana diminta untuk
memberikan jawaban hasil resume perawatan di rumah
sakit sebagai arsip catatan medik.

(d) Bila narapidana narkotika meninggal, Kepala LAPAS/
Kepala RUTAN memberitahukan kepada keluarga atau
pihak yang menahan.
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(e) Pihak LAPAS/RUTAN meminta  keterangan

pemeriksaan mayat dari rumah sakit.
(5) Tata cara pemberian obat:

(a) Obat-obatan seperti narkotika atau psikotropika (pasal
94 RP) diberikan atas indikasi medik tertentu oleh
dokter dibuat laporan tertulis diketahui oleh Kepala
LAPAS/Kepala RUTAN.

(b) Obat-obatan tersebut disimpan dalam jumlah terbatas dan
dijaga  keamanannya.  Obat-obatan "\ —lmmn  baik
oral/suntikan/infus diberikan sesuai(resep dokter/pengawas
dokter.

(6) Dokter pribadi

(a) Dokter Lapas das~Rutan mendampingi dokter pribadi
yang telah mendapat persetujuan Kepala LAPAS dan
Kepala®” RUTAN memeriksa narapidana narkotika di
dalain /LAPAS dan RUTAN serta salinan hasil
pemeriksaan dokter pribadi tersebut wajib diberikan ke
dokter LAPAS/RUTAN dan dibuatkan rekam medik
(pasal 58 KUHP).

(b) Semua obat-obatan yang dibawa oleh narapidana dari
luar LAPAS/RUTAN disimpan dan diinventarisasi di
poliklinik, tidak disimpan di kamar-kamar narapidana.
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(7) Dalam hal kematian narpidana narkotika dalam
LAPAS/RUTAN, dokter memastikan tanda-tanda kematian
dan melaporkan kepada Kepala LAPAS/Kepala RUTAN.

¢) Pemeriksaan kesehatan narapidana narkotika yang akan keluar
dari LAPAS dan RUTAN

(1) Pemeriksaan dilakukan pada saat narapidana narkotika akan
menghadiri sidang peradilan baik sebagai saksi maupun
terdakwa.

(2) Pemeriksaan kemampuan fisik dan mental—narapidana
narkotika sebelum menghadiri sidang pengadiian.

(3) Pemberian tindakan medik agar‘ narapidana narkotika
mampu menghadiri sidang sesuai dengan rencana.

(4) Penentuan kemampuan -fisik dan mental narapidana
narkotika menghadin 'sidang pengadilan.

(5) Memberikan jsurat kéterangan medik tentang kemampuan
narapidana-narkotika menghadiri sidang pengadilan.

Pemeriksaan_juga - dilakukan pada saat narapidana diberi pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, atau dibebaskan
karena habis masa pidana atau masa tahanannya, dan saat akan dipindahkan ke
LAPAS dan RUTAN lain.

3) Penerbitan Keterangan Baik
a) Membuat visum et repertum perlukaan (orang hidup) berdasarkan
permintaan penyidik (dengan memanfaatkan rekam medik)
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b) Membuat visum at repertum psikiatrikum berdasarkan
permintaan penyidik. Untuk itu, narapidana narkotika harus
menjalani observasi selama 2 (dua) minggu di rumah sakit
(sesuai dengan ketentuan visum et repertum psikiatrikum).

¢) Membuat surat keterangan kematian pada narapidana narkotika
yang meninggal tanpa adanya kecurigaan kematian tidak wajar.

d) Memberikan surat keterangan medik kepada narapidana
narkotika yang sakit untuk dispensasi atas kewajiban kerja.

e) Memberikan keterangan tentang kepastian keadaan— Kesehatan
tersangka sebagai alasan perpanjangdn’~ yang dilakukan
berdasarkan permintaan dari pejabat ‘vang berhak menahan
(polisi, jaksa) sesuai dengan tingkat'pemeriksaan.

f) Memberikan surat keterangari” medik tentang kemampuan
narapidana narkotika menghadiri sidang peradilan

b. Kegiatan perawatan ketérgantungan narkoba
" 1) Skrining ketérlibafan narapidana terhadap narkoba dan alkohol
dilakukan' dengan menggunakan instrument assit (alcohol,
subtance, smoking, involvement, screening test) untuk menentukan
tingkat ketergantungan.(
2) Pelayanan detoksifikasi
3) Identifikasi ketergantungan narkoba pada saat narapidana narkotika
masuk ke LAPAS/RUTAN narkotika, perlu dilaksanakan melalui
tanda, gejala dan penatalaksanaan penyalahgunaan narkoba guna
mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam
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LAPAS/RUTAN. Tanda, gejala dan  penatalaksanaan
penyalahgunaan narkoba adalah sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kegiatan Identifikasi Ketergantungan Narkoba

JENI INTOKSIKASI UTU
ZATS P ZATS PENATALAKSANAAN
TANDA GEJALA
Morfin _
Detidin | Peockmnen SSP | -Analgesia -mengantuk INTOKSIKASI:
. sedasi -musal, muntah ~pilek bersin -Nalomel-lClOAle,MnmSqu)u
Kodein Bicara Cadel lakrimasi ﬂlllll!l setelsh 2 mﬂ m 23 m
intestinal menurun | -kontriksi pupil | -Pilo ercksi zat lain.
sampai konstipasi | -kejang -tek. darsh naik
-fespirasi naik i
-mual-muntah I.cara : Konvénsional
-diare 8. Ansigetikc . tresnadol gnalgetik non
~insomnia nariiotik ;. As, Mcfenamat.
-gemetar b Dekongestan
-mengeluh c. metrGpropamid
-gelissh d:spasmolitik

60- 80mg/hari diturunkan 10 mg tiap hari.

3.substitusi non opioid

Clonidine dimulsi dengan 17 mikrogramvkg
BB dibagi dalam 3-4 kali pemberian, dosis
dmmmkmbemhapdanseluudalunlo

4.metode ceapt dalam anastesi (rapid opioid

detoxification).
INTOKSIKASI
JENIS ZAT P%S PENATALAKSANAAN
TANDA GEJALA
Kanabis -Tremor -percaya diri -insomnia :

. -Takhikardi Meningkat -mual bicara dan tenangkan pasien
(ganja,gelek, | _mutu kering -perasam -miaigia -bita perfu beri dixzepam 10-30mg
marijuana, -Nistagmus melambung -cemas oaral ataw paretal, clobazam 3x 10
hashish) -keringat banyek | -disorientasi -emosi mg

~-gelissh ~depersonalisasi -demam
-ataksia sering ~emosi labil ~fotofobia 1.cara : Konvensional

-paranoid ~depresif -bila timbul gangguan waham beri
-fungsi sosial -ilosi -bingung diazepam 20-40mg IM.

~cemas -menguap

-depresi ~diare

-pmnik ~tremor

-takut
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INTOKSIKASI
JENIS ZAT PUTUS ZAT PENATALAKSANAAN
TANDA GEJALA
Kokain -takhikardi -cuphoria -keletina INTOKSIKASI .
-dilatasi pupil -agitasi -insomia -beri diazepam 10-30 mg oral
-tk. darah naik psikomotor -hipersomnia atau parental atau kiordiszepexide
-berkeringat -agresif -agitasi 10-25 mg p.o atau clobazam 3x10
-Tremor -halusinasi -ide bunuh diri mg p.o dapat diulang 30 sampai
~mual,muntah -mulut kering -paranoia 60 menit.
-anitmia ~percaya diri -emosi
-sinkope -nafsu makan -Depresif -Pada gangguan waham berilan
-nyeri dada menurun injeksi heloperidol 2,5-5 mg IM
-panik dilanjutken 3x2,5-5 mg p.o
-rawat inap periu
dipertimbangkan karena
kemungkinan melakukan
percobasn bunuh diri.
A i peisla & .
berikan anti depresanmisal
amiltriptilin 3%10-25 mg p.o
INTOKSIKASI
JENIS ZAT PUTUS ZAT PENATALAKSANAAN
TANDA GEJALA
Sedatif neurologis ; -miial, muntali INTOKSIKASI ;
penenang/ -ggn koordinasi -t:khihnh \membersihkan lender pada
obat tidur jin tdk stabil “berkeéringat saluran nafes
-nistagmus <2k darah tinggi -beri oksigen dan garam fisiolcgis
(BK,Rohyp, -ansicias
lexo,pil Psikolofis + ~depresi iritable
koplo) ~cfelciabil -tremor kasar i
lilangmya -hipotensi ~harus socars
hambatanimplus | ortostatik ~dapsat diberikan diazepam
seksun] -tentukan dulu tes toleransi ;
spgrésif nmlaidgndocbd-'lwmgymg
-ifritable dinaikan bertahap samapai terjadi
-gangguan diturunkan secara bertahap 10 mg
pemusatan / hari sampai gejala putus zat
pedmm_
-ggn dayn ingat
-gan daya nilsi
Over dosis ;
-pernapasan
lambat
ek darah naik
-nadi terasa lemah
dan cepet
~keringat dingin
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JENIS ZAT PUTUS ZAT PENATALAKSANAAN
TANDA GEJALA
(ckstasi,sab -kcjma-kcjm -pelpitasi ~depresi maupun putus zat
u) <hiperpireksia -angina, anitmis | -ansietas penatalaksanasnnys sama
~dilatasi pupil -hiper/ hipotensi | -anergia, capek | dengan kokain.
-takhikardi ~keringat
-hipertensi banyak
-perilaku ~Muke pucat
-gangguan daya ~gastro
nilai intestinal
-gangguan fungsu | -mual
sosial -diare
-ramp
abdominal
-ginjal : diuresis
Endokrin
-libido berubah
~impotensi
INTOKSIKASI
JENIS ZAT PUTUS ZAT PENATALAKSANAAN
TANDA GEJALA
Alkohol Ringan ; ~ganguan -halusinasi,ffusi | INTOKSIKASI:
-euforia kesadaran -k&ang gemetar | -mandi air dingin
~cadel ~ganguan -mal, muniah ~minum kopi kental
~mengantuk kognitif ~imuke merah ~aktifitas fisik (pus-up, sit -
-antaksia ~gangguan konjungtiva | up)
Begat : perilak ~kelemahan suruh dimuntahkan
~Stupor umum
-koma -insomia
-hipotensi ~marah - penatalaksanasnya sama
-hipotermia ~berkeringat dengan kondisi putus zat
kejang ~hipertensi sedatiff obat peacnang
~Candu alkohol | -pada delirium putus zat
Sangat berat; diberi diazepam seperti pada
reflek niegatif terapi intoksikasi sedatif
INTOKSIKASI
JENIS ZAT PUTUS ZAT PENATALAKSANAAN
TANDA GEJALA
perubahan - dilatasi pupil Intoksikasi:
@sb, persepsi dalam ~takhikardi -Lingkungsn yang aman,
berbegai jenis | endann -berkeringat tenang
”"’“f in, kesadaran dan -palpitasi reassurance dengan
psilosibin) kewaspadaan ~mats beskabut meyakinkan gejals toscbut
penuh, misalnya - | -tremor akan hilang dengan
-derealisasi
-halusinasi ~bils ada™ Bad Trip” atau
-synestesia penik berikan dinzepam 10-30
mg p.o s lorazepam }-2
mg IM.
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4) Perawatan opiat subtitusi oral yaitu perawatan dengan mengganti opiat
yang diminum atau diterapi substitusi metadone (bagian dari harm
reduction). Harm reduction (pengurangan dampak buruk karena
penyalahgunaan narkoba) dalam hal program pengurangan dampak
buruk dilakukan terutama bagi para penyalahguna narkoba dengan
pemakai jarum suntik bersama (IDU’s). Sebelas kegiatan yang
dilakukan dalam perawatan opiat subtitusi oral adalah sebagai
berikut.

a) Pendidikan sebaya (peer education)

b) Pelayanan kesehatan dasar

¢) Perawatan dan pengobatan HIV/AIDS

d) Program perawatan subsitusi oral déngan penggantian opiat yang
diminum/substitusi

¢) Terapi narkoba

f) Konseling

g) Tes HIV secara sukarela/voluntary counseling testing

h) Pencegahan infeksi

i) Program pertukaran jarum suntik steril

j) Pemusnahan alat suntik bebas

k) KIE (komunikasi informasi edukasi)

Kesebelas langkah tersebut di atas dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan situasi dan kondisi masing-masing LAPAS/RUTAN. Khusus dalam
program substitusi metadon (Pilot Projec Departemen Keschatan) hal yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut.
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a) Substitusi metadon merupakan pilihan terakhir setelah
narapidana/tahanan menjalani beberapa modalitas terapi seperti
abstinence, terapi rehabilitasi tetapi tidak berhasil.

b) Substitusi metadon diberikan dengan sasaran yang selektif.

¢) Pemberian substitusi metadon harus memenuhi kriteria-kriteria dan
persyaratan khusus.

d) Laporan pelaksanaan pemberian metadon dibuat sesuai Pedoman
Rumatan Metadon Departemen Kesehatan RI Tahun 2002.

5) Perawatan ketergantungan opioid dengan menggunakasi jarum suntik
adalah sebagai berikut.

a) Syarat-syarat yang dapat diterima.

(1) Ketergantungan opioid memenuhi kriteria Diagnostik
Intoksikasi Opioid

(2) Usia 18 tahun ataiilebih

(3) Pengguna gpiat déngan jarum suntik (IDU’s)

(4) Gagal denggn terapi modalitas lain

(5) XKronik: sedikitnya 1 tahun ketergantungan opiat

(6)..Kambuh setelah berhenti ikut program metadon

(7) Menjalani sisa masa hukum 1 tahun

(8) Tinggal di daerah layanan metadon (di daerah yang ada rumah
sakit yang melayani program metadon)

(9) Macam terapi metadon yang dipilih adalah terapi rumatan
metadon.

(10) Komponen terapi metadon adalah sebagai berikut.
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(a) Konseling metadon
(b) Konseling IDU’s
(¢c) Konseling HIV

(d) Terapi terhadap gangguan fisik, psikiatrik, psikososial

40772.pdf

(e) Terapi metadon: dosis inisial, dosis stabilitasi, dosis

rumatan, dosis fappering (dosis dikurangi bertahap), dan
penghentian terapi
Mereka yang tidak dapat diterima adalah narapidana
narkotika yang mengalami:
(a) penyakit fisik berat,
(b) jelas psikotik (gangguan mental berat),
(c) retardasi mental, dan
(d) intoksikasi/overdosis.opitid.
6) Terapi umum terhadap ‘keadasn overdosis atau emergency adalah
sebagai berikut.
(1) Usahakan\pernafasan berjalan lancar (bagi pertolongan pertama),
dengan cara berikut.
(a)/ Luruskan dan tengadahkan (ekstensikan) leher kepala pasien
(jika dapat berikan bantalan di bawah bahu).
(b) Kendurkan pakaian yang terlalu ketat.
(c) Hilangkan obstruksi pada saluran nafas.
(d) Bila perlu berikan oksigen, minta pertolongan segera tenaga
medik yang sudah dilatih emergency (darurat).
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(2) Usahakan agar peredaran darah berjalan lancar (oleh tenaga
medik/petugas lain yang sudah dilatih emergency).

(3) Bila jantung berhenti, dilakukan massase jantung eksternal injeksi
adrenalin 0,1 - 0,2 cc IM.

(4) Bila timbul asidosis (misalnya bibir dan ujung jari biru,
hiperventilasi) karena sirkulasi darah, pasang infuse 50 ml
Sodium Bikarbonas.

(5) Pasang infuse dan berikan cairan (misal: RL atau Nacl 0,9 %)
dengan kecepatan rendah (10-12 tetes per menit)fericbih dahulu
sampai ada indikasi untuk memberikad /cairan. Tambahkan
kecepatan sesuai kebutuban, jika , didapatkan tanda-tanda
dehidrasi.

(6) Lakukan pemeriksaan {Iebih-"lanjut untuk melihat adanya
kemungkinan perdaréhan atau trauma yang membahayakan.

(7) Observasi tertiadap~kemungkinan kejang. Jika kejang, berikan
Diazepam, 10.img atau per infuse dan dapat diulang sesudah 20
menit jika'kejang belum teratasi.

¢. Kegiatan Perawatan Kesehatan Jasmani
Jenis Perawatan Keschatan Jasmani bagi narapidana narkotika di
LAPAS/RUTAN meliputi kegiatan sebagai berikut.
1) Peningkatan kesehatan bagi narapidana narkotika terdiri dari upaya-

upaya sebagai berikut.
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a) Jumlah kalori yang diberikan kepada setiap narapidana narkotika
sejumlah minimal 2.250 kalori/hari yang dipenuhi dengan susunan
makanan yang seimbang.

b) Setiap narapidana narkotika diharuskan menjaga kebersihan diri
masing-masing.

(1) Mandi setiap hari.

(2) Menjaga kesehatan mulut atau sikat gigi.

(3) Pakaian harus bersih.

(4) Peralatan makanan harus selalu dalam keadaan bersih:

c) Para narapidana narkotika diwajibkan untuk meiakukan kegiatan
olah raga secara teratur untuk meningkatkan derajat kesehatannya.
Untuk itu diperlukan tenaga instruktur olah raga yang memiliki
keahlian di bidangnya, baik(diambii dari petugas yang telah dilatih,
dari narapidana narkotika, msupun didatangkan dari instansi terkait
atau masyarakat;

d) Dokter, pérawaf,” dan tenaga keschatan lainnya memberikan
penyuiuban kesehatan kepada para narapidana narkotika secara
berkala, mengenai menjaga perawatan diri, P3K, pencegahan dan
penularan penyakit.

2) Rekreasi yang diperlukan narapidana narkotika misalnya kesenian,
siaran televisi, permainan tradisional, dan lain-lain.

3) Upaya Pencegahan
a) Apabila seorang atau beberapa orang narapidana narkotika

terjangkit penyakit menular atau yang daya tahan tubuhya rendah,
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maka yang bersangkutan harus diisolasikan dari narapidana
narkotika yang lainnya.

b) Untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang ditularkan oleh
serangga atau tikus, maka periu dilakukan pemberantasan hewan-

~ hewan tersebut dengan cara penyemprotan serangga dan
pembasmian rodent.

¢) Narapidana narkotika diwajibkan menjaga kebersihan kamar
mandi/WC, tempat tidur, tikar, serta peralatan makan dan minum
(piring dan gelas) dan tidak boleh meludah . di~sembarangan
tempat.

d) Tenaga sanitarian dan petugas keschatan,” minimal satu kali
sebulan, melaksanakan pemeriksaan, kesehatan lingkungan serta
memberikan saran-saran kepada-K.epala LAPAS.

¢) Petugas keschatan _diharuskan melakukan pemeriksaan fisik
narapidana narkotika secara berkala/periodik minimal setahun
sekali untuk ‘ménemukan narapidana narkotika yang menderita
sesuatu penyakit.

f) Apabila terjadi wabah, maka perlu diadakan pemeriksaan seluruh
hunian untuk menemukan narapidana narkotika yang menderita
penyakit, dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

4) Upaya penyembuhan

a) Pengobatan dasar, meliputi:

(1) pemeriksaan dan pengobatan umum oleh dokter umum atau

tenaga perawat,
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(2) pemeriksaan dan pengobatan gigi oleh dokter atan perawat
gigi,

(3) pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana,

(4) pemberian obat sesuai dengan indikasi medik, serta

(5) pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medik.

b) Bila terjadi kecelakaan dan keadaan gawat darurat seperti luka,
patah tulang, pingsan, perlu ada penanganan yang tepat dan rujukan
ke sarana kesehatan yang lebih lengkap sesuai prosedur.

c) Untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani/cleh petugas
kesehatan LAPAS, perlu ada rujukan ke sarsna kesehatan yang
lebih lengkap. Untuk itu perlu suraf rijukan yang dibuat dan
ditandatangani oleh dokter LAPAS, dan diketahui oleh Kepala
LAPAS sesuai prosedur.

d) Narapidana narkotika‘yang mengeluh sakit gigi dapat dilakukan
pengobatan gigi,) antara lain: penambalan sementara/tetap,
perawatan \\saraf,” dan pencabutan. Bila memerlukan tindakan
operatif;, perlu dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih lengkap.
Untuk itu, perlu surat keterangan rujukan dari dokter gigi dan
diketahui oleh Kepala LAPAS sesuai prosedur.

5) Upaya pelayanan untuk narapidana narkotika wanita

a) Bila narapidana wanita hamil perlu dilakukan pemeriksaan rutin
sesuai indikasi yang dilakukan oleh tenaga keschatan.

b) Narapidana narkotika wanita yang melahirkan dibantu oleh tenaga
kesehatan/bidan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
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¢) Penanganan kesulitan pada waktu melahirkan dan gangguan organ
reproduksi wanita yang tidak dapat ditanggulangi dalam LAPAS,
dapat dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sesuai
prosedur.

d. Perawatan Kesechatan Mental dan Rohani

Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani dilakukan melalui dua
pendekatan yaitu pendekatan psikologis (kejiwaan) dan pendekatan spiritual
(keagamaan). Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir
dan perilaku yang menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma
masyarakat, baik norma yang formal (hukum positif)’ paupun norma (hukum)
yang tidak tertulis. Norma-norma tersebut tentw mempuyai sanksi-sanksi, baik
sanksi fisik (sanksi kurungan) di Lembdga~Pemasyarakatan melalui proses
pengadilan dan vonis hakim, maupun(sanksi moral oleh masyarakat yang tidak
ada batas waktunya.

1) Perawatan Keschatan Mental

Proses perawatani~keschatan mental ini menggunakan pendekatan atau
disiplin ilmu kesehatan jiwa (psikologi) dan kedokteran jiwa (psikiatri). Berikut
adalah sasaran perawatan kesehatan mental.

a) Sarana Kognitif perawatan ini diarabkan agar cara berpikir
narapidana narkotika dapat menggunakan akal pikirannya secara
wajar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat,
baik norma agama, adat istiadat maupun norma lain dalam
lingkungan atau kelompok tertentu, yang mengikat seluruh anggota
masyarakat. Ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



6340772.pdf

setiap orang, karena itu pendekatan ini harus dilakukan secara hati-
hati dan bersifat individu atau jangan disamaratakan untuk setiap
sasaran.

b) Sasaran afektif dari perawatan ini adalah agar narapidana narkotika
mempunyai perasaan yang positif terhadap apa yang dirasakan
orang lain, sehingga narapidana narkotika tersebut mempuyai rasa
kasihan, malu, iba, susah, senang, sedih, apabila bergaul dengan
orang lain. Melalui perawatan keschatan mental diharapkan
kepekaan narapidana narkotika cukup baik terhadap' apa yang
dirasakan orang lain serta tumbubnya rasa‘percaya diri dalam
menghadapi setiap liku kehidupan.

c) Sasaran konatif/psikomotorik dari\ perawatan ini adalah agar
narapidana narkotika dapat ™ melaksanakan segala apa yang
diberikan atau dilatihkan, olch pembina kepadanya, atau dapat
menangkap dan-, mengamalkan hal-hal yang diajarkan oleh
pembinanys, /schingga dapat terlihat perubahannya pada diri
narapidana narkotika.

Ketiga sasaran tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasann
intelektual (intellegentia quotient), kecerdasan emosional (emotional quotient)
dan kecerdasan aktualitas (actualization quotient). Metode mana yang terbaik
yang dapat dipergunakan agar seorang narapidana narkotika dapat berubah
menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan, tidak ada yang pasti. Hal ini
tergantung pada kondisi masing-masing individu narapidana narkotika, baik
kondisi kognitifnya, afektifnya, maupun konatip/psikomotoriknya.
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Prevalensi ganguan jiwa yang terjadi pada narapidana narkotika lebih
besar 10 kali dibandingkan populasi umum. Oleh karena itu, narapidana narkotika
perlu dilakukan deteksi dini gangguan jiwa.

2) Perawatan Keschatan Rohani

Proses perawatan keschatan rohani mempergunakan pendekatan
keagamaan atau spiritual disesuaikan dengan agama yang diyakininya. Beberapa
tahapan dalam mengembalikan keschatan rohani di antaranya sebagai berikut.

a) Penanaman nilai-nilai spiritual/ketuhanan atau akidah. Bentuk-
bentuk kegiatan dalam rangka penanaman ' nilai-nilai
spritual/’ketuhanan/akidah meliputi antara lain:

(1) mengadakan kegiatan keagamaan di dalamn LAPAS/RUTAN,

(2) membimbing cara-cara beribadah sesuai keyakinan masing-
masing, dan

(3) menyiapkan sarana \ibadah dan perpustakaan buku-buku
agama.

b) Bentuk-bentuk” kegiatan dalam rangka pengamalan nilai-nilai
spritual/ketuhanan/akidah antara lain sebagai berikut.

(1) Praktek ibadah kepada Tuhan (sesuai agama masing-masing
narapidana narkotika)

(2) Praktek ibadah sosial

(3) Dalam kegiatan pendalaman etika dalam beribadah sesuai
agama yang diyakininya, para narapidana narkotika dapat
diberikan materi-materi atau pelajaran berdasarkan firman
Tuhan atau sabda/hadist nabi atau melalui cerita-cerita heroik
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atau fanatisme tokoh-tokoh agama masing-masing dalam
menjalankan perintah Tuhan melalui nabinya.
Kegiatan perawatan kesehatan rohani dilakukan melalui ceramah-ceramah,
dialog atau pelajaran secara klasik. Kegiatan ini bertujuan agar narapidana
narkotika memiliki tingkat keimanan kepada Tuhan dan memiliki perilaku yang

baik di tengah-tengah masyarakat.

Gambar 2.1
Skema Proses Perawatan Keschatan Mental dan Rohani

3. Metode dan Program Therapeutic Community
Teori yang mendasari metode Therapeutic Community adalah pendekatan
behavioral dimana berlaku sistem reward (penghargaan/penguatan) dan
punishment (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga
pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk
mengubsh suatu perilaku.
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Winanti (2009: 14) menyatakan bahwa Therapeutic Community adalah
sekelompok orang dengan masalah yang sama, berkumpul untuk saling
bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, man
helping man to help himself, yaitu seseorang menolong orang lain untuk
menolong dirinya. Dalam program Therapeutic Community kesembuhan
diciptakan lewat perubahan persepsi/pandangan seluruh dunia (the renewal
of worldview) dan penemuan diri (self discovery) yang mendorong
pertumbuhan dan perubahan (growth and change).

Metode therapeutic community ipi merupakan metode pembinaan yang
dilaksanakan di beberapa LAPAS DAN RUTAN terhadap narapidana narkotika
dan psikotropika. Dalam metode therapeutic community, narapidana narkotika
dan psikotropika dikelompokkan sebagai sebuah keluarga terdiri atas ordng-orang
yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu
menolong diri sendiri dan sesama oleh seseorang darimereks, sehingga terjadi
perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkahJaku yang positif.

Metode ini dapat dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa:

a. setiap orang dapat berubah;
b. kelompok dapat mendukung-untuk berubah;
¢. setiap individu harus bértanggung jawab;
d. program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif
bagi perubahan; serta
e. adanya partisipasi aktif.
Program ini menekankan kepada 5 (lima) aspek utama, yaitu :
a. mental (menstruktur kembali pola pikir);
b. emosi (mengendalikan dan menstabilkan emosi);
c. perilaku (mengubah sikap dan perilaku);
d. rohani (menyuburkan rohani/iman); dan
e. sosial (membina kesiapan untuk kembali ke masyarakat).
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Therapeutic community merupakan suatu wujud kehidupan nyata dalam
bentuk simulasi. Dalam therapeutic community berbagai norma dan falsafah
dianut untuk membentuk perilaku. Norma dan falsafah yang ditanamkan dalam
therapeutic community kemudian berkembang menjadi suatu budaya therapeutic
community (Al Bachri 2002: 27).

Budaya therapeutic community mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. The creed (philosophy)
Merupakan filosofi atau falsafah yang dianut dalam therapeutic
community. Falsafah ini merupakan kerangka dasar«berpikir dalam
program therapeutic community yang harus dipahdint‘dan dihayati oleh
seluruh residen (panggilan bagi narapidana ‘yang mengikuti program
therapeutic community).

b. Unwritten philosophy
Merupakan nilai dasar yang tidak tertulis, tetapi harus dipahami oleh
residen karena inilab nilai-atau norma yang hendak dicapai. Dengan
mengikuti program therapeutic community, residen dapat membentuk
perilaku baru. yang sesuai dengan unwritten philosophy.

c. Cardinal rules
Merupakan peraturan utama yang harus dipahami dan ditaati dalam
program therapeutic community, yaitu :
1) No drugs (tidak diperkenankan menggunakan narkotika dan psikotropika)
2) No sex (tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual dalam

bentuk apapun)
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3) No violence (tidak diperkenankan melakukan kekerasan fisik); dan

4) Four structure five pillars

Kategori struktur program therapeutic community tersebut adalah

1) Behaviour management shaping (pembentukan pengelolaan tingkah
laku). Residen mempelajari teknik-teknik yang ada dengan
menggunakan tool’s of the house secara benar;

2) Emotional and psychological (pengendalian emosi dan psikologi). Ini
dapat dilakukan melalui kelompok static group, teguran rekan sebaya
apabila emosional, dan lain-lain kerja kelompok yang berhubungan;

3) Intellectual and spiritual (pengembangan peniikiran dan kerohanian).
Residen diberikan seminar tentang” pendidikan bahaya narkotika,
memberi contoh, rekreasi dan pen€rapan nilai-nilai agama;

4) Vocational and survival (keicrampilan kerja dan keterampilan
bersosial serta bertahan hidup). Suatu konsep pembelajaran dalam
lingkungan spsidl ~dengan berlandaskan pada keterampilan diri,
dimana ‘seorang residen akan dinilai dan disesuaikan dengan
peranannya.

Program therapeutic community menerapkan konsep dasar/tonggak
sebagai berikut.

1) Family milieu concept (konsep kekeluargaan) untuk menyamakan
persamaan di kalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian
dari sebuah keluarga.

2) Peer pressure (tekanan rekan sebaya) yakni proses dimana kelompok
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menekankan contoh seorang residen dengan menggunakan teknik
yang ada dalam therapeutic community.

3) Therapeutic session (sesi terapi) yakni berbagai kerja kelompok untuk
meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam rangka
membantu proses kepulihan.

4) Religious session (sesi agama) yakni proses untuk meningkatkan nilai-
nilai dan pemahaman agama.

5) Role modelling (keteladanan) yakni proses pembelajaran dimana
seorang residen belajar dan mengajar mengikuti mereka. yang sudah
sukses.

6) Tool'’s of the house yang merupakan alat-alat@tai instrumen yang ada
dalam therapeutic community yang ‘digunakan untuk membentuk
prilaku. Penerapan tool's of the house yang benar diharapkan dapat
membawa perubahan perilaku yang lebih baik.

Di dalam therapeutic community dikenal adanya kelompok kerja yang
terbagi dalam departemen (dfvisf), dimana residen yang berada dalam departemen
tersebut akan menjalankan tugasnya setiap hari sesuai dengan fungsi kerjanya (job
function) masing-masing. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan
operasional kegiatan schari-hari serta scbagai latihan keterampilan dan
meningkatkan tanggung jawab residen terhadap komunitasnya. Di dalam job
function tersebut dikenal adanya sistem status (hierarki) yang menentukan
tingkatan tanggung jawab dari residen.

1) Tahapan program therapeutic community
1) Induction, tahap ini berlangsung pada sekitar 30 (tiga puluh) hari
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pertama saat residen mulai masuk. Tahap ini merupakan masa
persiapan bagi residen untuk memasuki tahapan primary.

2) Primary, tahap ini ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis
residen. Dalam tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi,
mengalami pengembangan diri, serta meningkatkan kepekaan
psikologis dengan melakukan berbagai aktivitas dan sesi terapeutik
yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilaksanakan selama 6 (enam)
sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Primary terbagi dalam beberapa
tahap, yaitu :

a) younger member,
b) middle peer, dan
c) older member.

3) Re-entry, merupakan program lanjutan setelah primary. Program re-
entry memiliki tujuan . untuk ‘memfasilitasi residen agar dapat
bersosialisi dengan~kehidupan luar setelah menjalani perawatan di
primary. Tahepan int’ dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 6
(enam) bulan,

4) Aftércare, program yang ditujukan bagi mantan residen/alumni.
Program ini dilaksanakan di luar panti dan diikuti oleh semua
angkatan di bawah supervisi dari staf re-enfry. Tempat pelaksanaan
disepakati bersama.

Adapun kegiatan kelompok (group therapy) dalam therapeutic community
dilaksanakan sebagai berikut.
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1) Morning meeting, yaitu kegiatan rutin setiap pagi hari pada pukul
09.00 s.d 10.00 WIB yang berupa pertemuan seluruh residen untuk
menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di lingkungan blok
mereka. Tempat pelaksanaan morning meeting biasanya di ruang
pendidikan yang ada di LAPAS dan RUTAN. Tata cara pelaksanaan
morning meeting adalah sebagai berikut.

a) Seluruh family berkumpul di suatu tempat/ruangan.

b) Family berdiri membentuk lingkaran dan bergandengan tangan
untuk membaca serenity prayer yang dipimpin oleh saiah satu
residen yang diikuti oleh seluruh residen lainnya.

c) Setelah selesai membaca serenity prayer; maka seluruh residen
berangkulan untuk membaca philosophy yang dipimpin oleh salah
satu residen dan diikuti oleh residen lainnya.

d) Family duduk melingkar, dengan membentuk huruf U dengan
susunan status older berada di ujung lingkaran,

¢) Di bagian iengah ujung lingkaran disediakan dua kursi untuk
seorang, eonduct (mayor on duty) dan seorang COD/On Chair
(COD yang bertugas).

f) Morning meeting dimulai dengan sesi anmouncement, dilanjutkan
dengan awareness, pull ups, issue, dan diakhiri dengan second half.

g) Morning meeting ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin
oleh chief dengan seluruh residen berdiri dan saling bergandeng
tangan.

h) Sebelum meninggalkan tempat, residen saling bersalaman dan
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berpelukan (hug each other).

2) Open house, yaitu kegiatan pemeriksaan dan penggeledahan kamar
hunian (blok) residen therapeutic community untuk melihat kondisi
kamar baik dari sisi kebersihan, kerapian maupun adanya pelanggaran
yang dilakukan residen. Kegiatan ini dilakukan secara insidentil
(sewaktu-waktu), dipimpin oleh konselor dan dibantu oleh status
older.

3) Encounter group, yaitu suatu kegiatan pengungkapan perasaan dan
emosi residen secara terarah kepada residen yang lain._Kegiatan ini
difasilitasi oleh seorang konselor dan diawasi oleh.petugas lainnya.
Tata cara pelaksanaan encounter group adalah/sebagai berikut.

a) Residen duduk membentuk lingkaran,

b) Di tengah barisan lingkaran diposisikan dua kursi yang saling
berhadapan dengan jarak tertentu (+ 1,5 m).

c) Seorang conduct~(fasilitator/salah satu mayor) memimpin doa
sebelum mermmlai kegiatan.

d) Condiiet memandu residen untuk menyebutkan rules of encounter
Satu persatu secara bergantian.

¢) Family yang memasukkan drop slip/memiliki feeling duduk di
kursi yang disediakan secara bergantian.

f) Family yang memiliki feeling tersebut melakukan running
feeling/menyalurkan kemarahannya kepada residen yang
dimaksudkan/di drop slip.

g) Setelah semua family yang drop slip melakukan runming feeling,
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maka conduct memberikan feedback.

h) Kegiatan ditutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh
conduct.

i) Setelah selesai semuanya maka diakhiri dengan saling bersalaman.

4) Static group, yaitu kegiatan sharing feeling secara mendalam di dalam
suatu kelompok kecil yang dipandu oleh satu orang konselor. Di
Lapas dan Rutan di Aceh, pembagian kelompok didasarkan pada
klasifikasi suntik (IDU) dan non suntik (non IDU). Tata cara
pelaksanaan static group, adalah sebagai berikut.

a. Residen dibagi menjadi kelompok-kelompok-kecil 'yang dipimpin
oleh seorang static (peer counsellor).

b. Setiap kelompok duduk melingkar:

c. Kegiatan dimulai dengan meémbaca doa yang dipimpin oleh
counsellor, dimana semua, residen dalam setiap kelompok saling
bergandeng tangan,

d. Kelompok ninulai.melakukan sharing permasalahan pribadi mereka,
dilanjutkan dengan confrontation (tanya jawab) dan pemberian
Jfeedback oleh masing-masing anggota kelompok/counselor.

e. Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan saling
bersalaman dan berpelukan.

5) Seminar, yaitu kegiatan berupa pemberian materi yang berkaitan
dengan narkoba. Tujuannya adalah membuka wawasan dan
menumbuhkan kesadaran diri terhadap bahaya narkoba. Kegiatan ini
diikuti oleh residen therapeutic community dengan pemberi materi
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para pejabat di lingkungan Lapas dan Rutan, dan pihak lain yang
berkepentingan.

6) Learning experience, yaitu suatu kegiatan pembelajaran kepada
residen yang berupa sanksi dari pelanggaran yang dilakukannnya.
Bentuk dari sanksi tersebut diarahkan pada perubahan sikap, cara
berpikir, disiplin dan evaluasi diri terhadap kesalahannya. Dalam
kegiatan ini, apabila seorang residen telah melakukan suatu
pelanggaran aturan yang telah ditentukan, maka haruslah terbuka dan
mengakui kesalahannya di depan rekan residen lainnya,

7) Sport and recreation, yaitu kegiatan yang bertujoan-untuk mereduksi
tingkat stres yang dialami residen selama “mengikuti kegiatan.
Kegiatan sport berupa kegiatan senafm massal, sepak bola, bola voli,
dan bola basket. Sementara kegiatan recreation berupa musik/band
dan video session, yaitu nonton film bersama.

8) Pembentukan status-older, kegiatan ini berfungsi untuk membentuk
jiwa kepemimpindn dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap
diri sendin\ dan lingkungan. Periode pergantian (job changes)
ditentukan” oleh petugas dengan memperhatikan progress
(perkembangan) dari masing-masing residen. Status older yang
diberikan di Lapas dan Rutan di Aceh terdiri dari chief shingle, HoD
(House of Departement), dan CoD (Coordinator of Departement).

9) Vocational group, yaitu kegiatan pengembangan kreativitas residen
terdiri dari pembuatan pigura/bingkai foto, pembuatan asbak, pot
bunga, dan kerajinan tangan lainnya.
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10) Function, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka
meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap
kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan ini dijadwalkan setiap harinya
dan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan therapeutic community.

11) Religious session, yaitu kegiatan yang diarahkan pada pendalaman diri

terhadap kehidupan spiritual dan keagamaan.

4. Program Rehabilitasi Sosial pada Panti Rehabilitasi Pengguna
Narkotika dan Psikotropika
a. Prinsip Pekerjaan Sosial

Prinsip yang mendasari dilaksanakannya konsep~therapeutic community
adalah bahwa setiap orang itu pada prinsipnya dapat berubah, yaitu dari perilaku
negatif ke arah perilaku yang positif. Dalam proses perubahan seperti ini,
seseorang sangat memerlukan bantuan pihak lain termasuk keiompok. Oleh
karena itu dalam proses pengubahan ‘perilaku tersebut, therapeutic community
dianggap sebagai keluarga besax:

Konsep therapeutic community pada umumnya merupakan pendekatan self
help, artinya residen, dibiasakan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan
pengelolaan kebutuhan sehari-hari, misalnya memasak, mencuci, membersihkan
fasilitas therapeutic community, memperbaiki gedung dan sebagainya, di samping
kegiatan yang bersifat pemberian keterampilan. Dalam hal ini, setiap kegiatan
residen mempunyai tanggung jawab mengubah tingkah laku, baik bagi diri
sendiri, maupun orang lain, jadi bukan semata-mata tanggung jawab petugas.

Teori yang mendasari metode therapeutic community adalah pendekatan
behavioral dimana reward (penghargaan/penguatan) dan punishment (hukuman)
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dalam mengubah suatu perilaku, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media
untuk mengubah suatu perilaku. Dalam pelaksanaannya, berbagai pendekatan
tersebut merupakan penerapan dari beberapa prinsip-prinsip pekerjaan sosial.

Program rehabilitasi sosial sangat diperlukan dalam rehabilitasi pengguna
narkotika dan psikotropika sebagaimana pendapat Nurhayani Yahya dari Yayasan
Titihan Respati Jakarta (2004: 86) sebagai berikut.

“Masalah Pemulihan dalam penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika (demand reduction) bukan persoalan yang mudah. Dibutuhkan
waktu yang panjang, usaha yang serius, dan disiplin yang tinggi bagi
penyalahgunaan untuk bertahan bebas zat (abstinensia). Beberapa penelitian
mengemukakan bahwa 90 hari setelah masa detoksifikasi adalah masa yang
paling tinggi angka kekambuhannya. NIDA tahun 2000 melaporkan bahwa
perubahan perilaku yang signifikan terjadi setelah masa perawatan minimal
3 bulan, artinya program rawat inap jangka panjang (iharapkan dapat
mengatasi masa krisis penderita untuk kembali menggunakan narkotika dan
psikotropika. Oleh karena itu diperlukan program rehabilitasi sosial bagi
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.” Sebagaimana yang
dilaksanakan dalam pembinaan terhadap pengguna narkotika dan
psikotropika di panti rehabilitasi yayasan titikan respati Jakarta”.

Prinsip-prinsip pekerjaan soSial, dalam therapeutic community adalah
sebagai berikut.
1) Prinsip-prinsip Umum

a. Adanya keyakinan akan kebaikan, integritas dan kebebasan residen
dalain menentukan hidupnya.

b. Adanya keyakinan bahwa setiap residen memiliki kebutuhan baik
kebutuhan fisik, sosial, psikologis, dan kebutuhan-kebutuhan lain-
lainnya. Dalam pemenuhannya residen mempunyai hak untuk
menentukan sendiri.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



7740772 .pdf

c. Adanya keyakinan bahwa setiap residen mempunyai kesempatan
yang sama tetapi kesempatan tersebut dibatasi oleh kemampuannya

d. Adanya keyakinan bahwa setiap residen mempunyai tanggung
jawab sosial untuk terlibat di dalam proses pemecahan masalah
residen lainnya yang diwujudkan dalam tindakan bersama.

2) Prinsip-prinsip Dasar

a) Penerimaan (Acceptance)
Pekerjaan sosial harus mengerti bagaimana memsahami dan
menerima residen ‘apa adanya’. Penerimaan-ini-bérarti menerima
keseluruhan dimensi yang ada dalam diri\résiden seperti kekuatan,
kelemahan, keistimewaan baik yang, positif maupun yang negatif,
karakteristik yang tersembunyi, serta aspek tingkah laku negatif
yang dapat merusak diri residen. Penerapan prinsip ini diwujudkan
dalam bentuk perhatian yang sungguh-sungguh, penerimaan yang
hangat, didengarkan dengan baik, dan sebagainya.

b) Perbedaan individu
Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu/residen yang akan
mendapat pelayanan mempunyai kepribadian, agama, kemampuan,
dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap
pelayanan/tindakan  ditujukan kepada residen hendaknya
didasarkan pada perbedaan tersebut.
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¢) Pengungkapan perasaan
Prinsip ini melihat bahwa setiap residen mempunyai perasaan-
perasaan, keinginan, dan harapan yang akan diungkapkan. Oleh
karena itu, pekerja sosial harus memberikan kesempatan yang luas
untuk mengungkapkannya atau mengekspresikan perasaan-
perasaannya. Hal ini memungkinkan residen untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya.

d) Tidak memberikan penilaian (non judgemental)
Dalam prinsip ini diharapkan pekerja sosial yang bekefja dalam
program pelatihan hendaknya memberikan “-penilaian secara
objektif dan profesional serta tidak menghakimi residen sehingga
dapat mendorong keterlibatan” dalam proses pelayanan serta
meningkatkan kepercayaan diri residen.

e) Objektivitas
Dalam prinsip objektivitas pekerja sosial harus bertindak jujur,
tidak memibhdk «dan menilai berdasarkan realitas yang terjadi di
dalam'melakukan atau memberikan pelayanan kepada residen, juga
tidak ‘memberikan suatu prasangka yang mengarah kepada

f) Keterlibatan emosional
Dalam prinsip ini, pekerja sosial dituntut untuk memiliki perasaan
empati, yang artinya perlu ikut merasakan apa yang dirasakan olch
residen. Namun tidak berarti bahwa empati harus menerima
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kesalahan residen/terlibat lebih jauh di dalam kehidupan residen
yang dapat merugikan residen dan diri pekerja sosial itu sendiri.

g) Menentukan dirinya sendiri
Prinsip ini didasarkan pada suatu nilai bahwa residen mempunyai
hak dan kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Karena itu,
dalam prinsip ini seorang pekerja sosial harus bertanggung jawab
dalam mengembangkan relasi-relasi sosial yang dapat menggali
dan mempermudah residen dalam membentuk dirinya sendiri dan
membantu dalam mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah
serta dalam pengambilan keputusan.

h) Aksesibilitas terhadap sumber
Prinsip ini melihat setiap residen, memiliki potensi dan akses
terhadap sumber yang dapat dikernbangkan. Oleh karena itu, dalam
penerapan prinsip ini”pekerja sosial harus memberikan peluang
terhadap aksesibilitas. bérbagai sumber dan kesempatan yang bisa
merealisasikan ~harapan dan potensi residen. Pekerja sosial
dihardpkan ~mampu membantu residen dalam memanfaatkan
sumber-sumber yang diperlukan.

i) Kerahasiaan
Dalam proses pelayanan, pekeja sosial harus tetap menjaga segala
kerahasiaan residen, seperti hal-hal yang berhubungan dengan
masalahnya, latar belakang kehidupannya, dan lain-lain. Kecuali
untuk kepentingan atan penyelesaian masalah residen, seperti
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pembahasan kasus (case conference). Dalam proses ini semua
harus dicatat untuk kepentingan proses penanganan residen.
j) Kesinambungan
Prinsip ini menckankan perlunya kesinambungan pelayanan kepada
residen baik di dalam panti maupun di dalam masyarakat. Karena
itu, pekerja sosial harus merencanakan suatu pelayanan yang
menckankan pada prinsip-prinsip kesinambungan.
k) Ketersediaan pelayanan
Prinsip ini menekankan perlunya ketersediaan «pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan ‘difi” residen serta
kemampuan lembaga.
b. Bimbingan Sosial Komunitas
Bimbingan sosial masyarakat merupakan bimbingan masyarakat yang
dilakukan afercare. Bimbingan ini diterapkan dengan menggunakan
kehidupan dan interaksi dengan masyarakat yang menjadi lingkungan
residen setelah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam
panti. Melalui, pénerapan metode ini lingkungan komunitas perlu
diciptakan sehingga dapat mendukung terhadap proses penyembuhan
residen, seckaligus dalam upaya pencegahan kembalinya residen
menggunakan narkotika dan psikotropika atau relapse.
Dalam metode ini, diharapkan pekerja sosial dapat menyiapkan
lingkungan yang kondusif untuk dapat menerima kembali residen. Selain
itu pekerja sosial perlu memotivasi residen untuk dapat melaksanakan

peranan dan fungsi sosialnya dalam masyarakat dan lingkungannya.
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Bimbingan sosial ini merupakan metode yang bersifat komprehensif
yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan
partisipatoris dalam mencegah penyalahgunaan dan merehabilitasi
pencandu narkotika dan psikotropika. Selain itu, bimbingan sosial
komunitas diarahkan untuk mempersatukan seluruh segmen masyarakat
dalam mengatasi permasalahan sosial di lingkungannya, termasuk yang
dialami residen setelah kembali ke lingkungan sosial asal.

¢. Peranan Pekerja Sosial
Berdasarkan hasil penelitian dari Direktorat Jenderal, Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika bahwa pekerjd ‘sosial sangat
berperan penting dalam membantu mencari solusi-banyak permasalahan
residen sebagaimana dikatakan oleh Nurjani (BNN, 2004: 61):
“Pekerjaan sosial sangat dibutuhkaii, karena persoalan penyalahgunaan
narkotika bukan hanya menyangkui aspek biofisik, tetapi menyangkut
aspek penting lainnya seperti\sosial-ckonomi, psiko-sosial dan sosial
budaya. Proses biofisik nianusia ini mempunyai korelasi dengan kondisi
sosial-ekonomi, psiko sesial, dan sosial budaya”.
Realitas tersebut, ménuntut peran aktif pekerja sosial melalui intervensi
terhadap permasalahan sosial dan ekonomi residen dan keluarga, baik
secard\individu, keluarga, komunitas, maupun masyarakat dalam arti
luas.
Dalam penerapan sepeti ini, pekerja sosial harus terlibat secara langsung
sebagai keluarga dan anggota dari therapeutic community itu sendiri.
Konsekuensi dari peranan seperti ini, pekerja sosial harus terlibat dalam
setiap proses pelayanan mulai dari proses penerimaan (infake process),
tahap awal (Primay stage), tahap lanjut (re-entry stage) hingga proses
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residen kembali pada masyarakat. Dengan peranan seperti ini pekerja

sosial harus menempatkan diri pada posisi kesetaraan profesional dengan

residen.

Berkaitan dengan penampilan peranan tersebut, ada beberapa peranan

yang harus ditampilkan oleh pekerja sosial antara lain:

1) Fasilitator dan asisten, yaitu peran pekerja sosial dalam proses
pendampingan (fasilitatori dan asistensi) bagi residen dimaksudkan
untuk mempermudah pencapaian tujuan memberikan kesempatan dan
fasilitas yang diperlukan residen untuk mengatasi masalah-masalah
yang dihadapinya, memenuhi kebutuhannya dan.meéngembangkan
potensi yang dimilikinya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah
bahwa pekerja sosial harus selalu: (1) ‘mendampingi residen; (2)
memberikan dukungan emosional yang diperlukan residen; dan (3)
selalu berupaya untuk mémbantu residen dalam mengatasi hambatan
yang dihadapinya.

2) Konselor, yaitd pekerja sosial yang membantu residen untuk
memahdmidan menyadari permasalahan yang dihadapi, memahami
potensi dan kekuatan yang dimilikinya, serta membimbing untuk
menemukan, menunjukkan dan/atau memberikan cara-cara dan
alternatif pemecahan masalah yang diperiukan.

3) Liaisoning (penghubung), yaitu peketja sosial harus dapat berperan
untuk menghubungkan residen dengan keluarga, orang tua dan
lembaga. Selain itu, dalam peranan seperti ini pekerja sosial harus
dapat memberikan informasi yang diperlukan pihak keluarga
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mengenai kondisi dan perkembangan fungsi sosial residen dan
kondisi lembaga/panti, sehingga pihak keluarga/orang tua dapat
memberikan pertimbangan yang tepat dalam menentukan tindakan
penyembuhan demi kepentingan residen. Di samping itu, pekerja
sosial juga harus dapat memberikan informasi yang tepat mengenai
kondisi keluarga kepada lembaga/panti sosial sebagai bahan
pertimbangan lembaga/panti sosial dalam menentukan tindakan tepat
bagi residen dan keluarganya.

4) Manajer kasus. Dalam pekerjaan sosial, manajemen kasus adalah
suatu proses untuk mengantarkan seseorang~dalam memobilisasi
sumber-sumber, baik internal maupun ekstemal, dalam mencapai
hasil yang dikehendaki, seperti/perubahan tingkah laku dan
lingkungannya. Manajemen kasus mierupakan metode yang dianggap
memadai untuk mengatasi\ ketérbatasan pelayanan karena dengan
menggunakan metode_tersebut, lembaga pelayanan sosial dapat
mengkoordinasikan pelayanan yang disediakan berbagai lembaga
sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya. Peranan pekerja
menempatkan residen sebagai individu yang unik dan melibatkan
sebanyak mungkin residen dalam pengambilan keputusan untuk
mengatasi masalah yang dihadapinya.

5) Mediator, yaitu peran pekerja sosial yang bertujuan untuk menengahi
dan menfasilitasi antara kepentingan residen dengan sistem sumber
yang ada, dengan harapan akan membantu residen dan dapat saling
memberikan dukungan bagi upaya pencapaian tujuan dan
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tingkat penyembuhan yang diinginkan kedua belah pihak. Tindakan
ini dilakukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan hubungan
antara residen dengan lingkungan sosialnya yang dapat
mengakibatkan terjadinya masalah.

6) Advokat/pembela, peranan yang bertujuan untuk membantu residen
yang mengalami konflik dengan pihak lain baik individu atau
institusi, dimana residen berada dalam posisi yang dirugikan, dan
pekerja sosial maupun residen tidak melihat adanya kesamaan tujuan
atau kepentingan yang dapat mempertemukan kepentingan residen.
Sebagai pembela, pekerja sosial harus berperan” memberikan
perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak residen yang
dilanggar oleh pihak lain agar mampu'mendapatkan haknya kembali.

7) Broker (pialang sosial), yaitu ' peran pekerja sosial dalam
menghubungkan resideri ‘yang membutuhkan pelayanan dengan
sumber-sumber yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan,
termasuk prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, menciptakan
sumber yang bélum tersedia, menghemat sumber untuk kepentingan
jangkajpanjang.

d. Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial yang digunakan dalam therapeutic community

adalah sebagai berikut.

1) Bimbingan sosial/terapi individu
Bimbingan sosial individu dilakukan untuk mengungkapkan atau

menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang
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dapat membantu proses pelayanan. Selain itu bimbingan sosial juga
dilakukan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi
residen seperti residen sulit mencari dan menemukan pemecahannya.
Metode bimbingan sosial individu ini dilakukan secara tatap muka
(face to face) antara pekerja sosial dengan residen, sebagaimana
diungkapkan oleh Husin Al-Bahri (BNN, 2004: 57) dari wisma Adiksi
dalam makalahnya Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika
sebagai berikut.
“Pekerja sosial dituntut untuk dapat mendorong- residen untuk
mengungkapkan masalah-masalahnya baik -yang bersifat individu
maupun masalah-masalah lainnya, seperii masalah keluarga dan
sebagainya. Selain itu pekerja sosial jiga “dituntut untuk dapat
memfasilitasi residen dalam mencari berbagai alternatif dan solusi
pemecahannya”.

2) Bimbingan sosial/terapi kelompok
Bimbingan sosial/terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan
kelompok sebagm media terapi. Dalam proses ini, kelompok akan
dijadikan sehagai media interaksi antara residen di dalam kelompok
dan sebagai media informasi pengembangan nilai orientasi dan
perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif,
Dalam metode ini, pekerja sosial dapat menciptakan berbagai
kelompok kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan
residen. Selain itu, diharapkan pekerja sosial mampu memberikan
penguatan terhadap sikap dan perilaku residen yang positif yang dapat
mendorong residen untuk berupaya memecahkan masalahnya.
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Bentuk-bentuk terapi kelompok yang dapat digunakan adalah sebagai

berikut.

a). Self-help group adalah kelompok kecil yang terbentuk secara
sukarela dan terstruktur untuk saling membantu dan saling
berusaha untuk dapat mencapai tujuan khusus. Biasanya
kelompok ini terbentuk oleh kelompok sebaya yang sama-sama
ingin saling membantu dalam memenuhi kebutuhan umum dan
mengatasi masalah yang mengganggu kehidupan.

Kelompok ini memiliki keunggulan dalam proses penyembuhan

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; karena menekankan

pada:

(1) pengakuan dari anggota bahwa.mereka mempunyai masalah;

(2) kesaksian dari anggota “kelompok tentang pengalamannya
dalam menghadapi permasalahan dan rencana mereka dalam
mengatasi permasalahan mereka; serta

(3) pemberian dukungan sesama anggota kelompok.

b). Kelompok penyembuhan (therapeutic group)

Kelompok ini terdiri dari anggota yang memiliki emosi yang
bermasalah. Dengan demikian kehidupan dari kelompok ini
mengharuskan seseorang untuk memiliki persepsi dan
pengetahuan sifat manusia dan dinamika kelompok, kemampuan
dalam konseling kelompok, dan kemampuan untuk menggunakan
kelompok untuk dapat mengadakan perubahan perilaku. Untuk
itu, pekerja sosial diharapkan dapat memfasilitasi residen yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



87 40772.pdf

senior (sudah dinilai sembuh total secara fisik dan emosional)

untuk menjadi pemimpin kelompok atau indigenous worker.

Tujuan kelompok penyembuhan:

(1) menurunkan tingkat kecemasan anggota kelompok;

(2) mempengaruhi anggota kelompok untuk melanjutkan upaya-
upaya penyembuhan;

(3) mendorong anggota kelompok lainnya untuk belajar
memperoleh rasa aman dan nyaman dalam relasi dengan
orang lain;

(4) meningkatkan konsep diri dan citra diri anggota kelompok
melalui kesadaran dan dukungan.orang lain terhadap dirinya
dalam proses kelompok;

(5) membantu memecahkan masalah-masalah utama yang sering
dialami oleh pesertakeiompok;

(6) mengembeangksn’ tanggung jawab individu terhadap orang
lain; day

(7) mernodifikasi perilaku kelompok.

c). “Kelompok sosial (socialization group)

- Kelompok ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan atau
mengubah perilaku dan sikap anggota kelompok agar dapat
membentuk sikap dan perilaku yang lebih diterima dalam
pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan rasa percaya
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diri, dan pengembangan perencanaan hidup untuk masa depan
merupakan topik bahasan yang utama.
d). Kelompok rekreasi (recreational group)

Tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyediakan kegiatan-
kegiatan yang menyenangkan bagi residen dan sekaligus
merupakan latihan ringan yang bersifat rekreatif. Kegiatannya
sering bersifat spontan, seperti kegiatan olah raga, kesenian, dan
lain-lain.

Dengan adanya penerapan therapeutic community di setiap Lembaga
Pemasyarakatan maka para narapidana narkotika dan psiketrepika yang dibina
akan dapat menjadi warga yang bertanggung jawab,dan dapat berbaur kembali
dengan masyarakat. Metode Therapeutic Community ini dapat dikembangkan
bersama dengan rehabilitasi terpadu sebagai salah satu bentuk freatment bagi
narapidana tindak pidana narkotika ddn psikotropika.

E. Definisi Operasional
1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Berdasarkan ~ Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat
untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Organisasi dan tata kerja LAPAS ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan
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dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk
melaksanakan tugas tersebut LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.

b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.

¢. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.

d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan LAPAS.

2. Petugas Operasional
Petugas operasional yang bertugas melaksanakan secara langsung

tugas-tugas yang berhubungan dengan Tugas Pokok Pemasyarakatan yang
mencakup pembinaan, bimbingan kerja, pengamanan, dan ‘kesehatan adalah
sebagai berikut.

a. Petugas Pos Atas

b. Petugas Pos Bawah

c. Petugas Pintu Gerbang (PORTIR)

d. Petugas Pelayanan Kunjungan

e. Petugas Pengawalat

f. Petugas Registrasi

g. Tenaga Penyuluh Sosial

h. Tenaga Penyuluh Agama

i. Tenaga Teknis Rehabilitasi

j. Tenaga Medis (dokter)

k. Tenaga Paramedis

1. Instruktur Kegiatan Ketja
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3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka
dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02.PK.04.10
Tahun 1990). Di Kota atau di Kabupaten apabila t_erdapat RUTAN namun
tidak ada LAPAS, maka RUTAN dapat berfungsi sebagai LAPAS yaitu dapat
menampung atau sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.

4. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani\ pidana hilang

kemerdekaan di LAPAS (pasal 1 UU No. 12 tentang Pemtiasyarakatan).
5. Narkotika dan Psikotropika

Narkotika adalah zat yang berasal dar tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rass, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri dan dapat menimbuikan” ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan
narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan
syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan
perilaku (Undang-Undang No. 51 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

6. Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual dan perilaku profesional,
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kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan
(Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan), Pasal 1 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 1 PP
No. 57 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran yang menyajikan. proses
pembahasan secara beruntun dan saling berhubungan materi-materi pokok
yang terdapat dalam penelitian ini yang dikaitkan'(dengan pembinaan
narapidana narkotika dan psikotropika pada LAPAS dan RUTAN di Provifxsi
Aceh. Fokus yang diamati dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang
mempengarehi proses pelaksanaan | pembinaan tersebut. Pembinaan
narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang
dihubungkan dengan tinjavat feoritis tentang Hak Asasi Manusia, sarana dan
prasarana yang ada, -serta sumber daya manusia khususnya para petugas
pemasyarakatan . s€bagai pelaksana pembinaan. Kerangka berpikir yang
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.Desain Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan kenyataan yang ingin dilihat
tentang kondisi objektif pelaksanaan pembinaan narapidana kasus
narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara di Provinsi Aceh, kendala-kendala yang dihadapi serta
strategi kelembagaan yang harus dilakukan untuk terlaksananya kegiatan
pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah-deskriptif
analitik. Menurut Azwar (1998:25) metode deskriptif “analitik adalah
penelitian dengan menganalisis dan menyajikan faktd secara sistematis
sehingga mudah dipahami. Penelitian ini\ adalah penelitian yang
laporannya akan berisi data yangcberasal dari wawancara, catatan

lapangan, dokumen resmi di samping.data deskriptif lainnya.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,
2006:130) atauw\populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari
objek dan subj¢ek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan
(Sugiyono, 2000:24). Populasi dalam penelitian ini adalah para
narapidana kasus narkotika dan psikotropika, para pejabat struktural
yaitu para Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan
Negara, dan para Kepala Seksi Pembinaan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan beserta para Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan di
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Rumah Tahanan Negara sebagai penanggungjawab dan pelaksana
kegiatan pembinaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh yang berjumlah
20 (dua puluh) UPT yang terdiri dari 6 (enam) UPT Lembaga
Pemasyarakatan dan 14 (empat belas) UPT Rumah Tahanan Negara.
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti
(Arikunto, 2006:131). Pemilihan sampel ditentukan sejak awal dengan
memperhatikan peran sampel dalam memberikan informasi secara
komprehensif dan objektif. Dari 20 (dua puluh) UPT ‘Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Proyinsi-Aceh dipilih 6
(enam) UPT dengan mempertimbangkan bahwa~ populasi bersifat
homogen baik sarana prasarananya maapun’ kondisi sumber daya
manusianya, di samping pertimbangan Keterwakilan letak geografis
wilayah barat/selatan, wilayah tengah, dan wilayah timur Provinsi Aceh.

Keenam UPT tersebut adalalrsebagai berikut.

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe
3. LembagaPemasyarakatan Klas II B Meulaboh

4. Rumah Tahanan Negara Klas II B Jantho

5. Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon

6. Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen

Di samping itu juga dilakukan wawancara yang mendalam dengan

informan yaitu Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika
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Provinsi Aceh dan Kepala Bidang Perawatan, Registrasi dan Bina Khusus
Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh.
Sampel narapidana narkotika dan psikotropika dipilih secara acak dari

masing-masing UPT sebanyak 10 (sepuluh) orang narapidana.

C.Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diteliti (Sugfyono, 2000:61). Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan” daftar
pertanyaan yang menyajikan serangkaian alternatif), pernyataan yang
meminta responden memberikan respon. Kuesioner diberikan kepada 60
(enam puluh) orang narapidana kasus narkotika dan psikotropika di 6
(enam) UPT Pemasyarakatan (10 orang narapidana tiap UPT) dengan
pertanyaan tentang; identitas responden, jenis kegiatan pembinaan yang
diikuti, tanggapan atau program.pémbinaan, manfaat mengikuti program
pembinaan dan dukungan-keluarga. Selain menggunakan kuesioner,
teknik wawancara‘juga dilakukan dengan mendalam dengan informan
yang berhubunganlangsung maupun tidak langsung dengan program
pembinaan narapidana, Kepala UPT dan Kasi pembinaan/Kasubsi
Pelayanan di 6 (enam) UPT tersebut, Kepala Badan Narkotika Provinsi
Aceh serta Kepala Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusus
Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh.

Rincian instrumen dan variabel penelitian diperlihatkan pada Tabel 3.1.
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Data Indikator Instrumen Jumlah
Jenis kegiatan yang .
diikuti Kuesioner 60
Tanggapan atas
program Kuesioner 60
Primer pembinaan
(narapidana) Manfaat program Kuesioner 60
pembinaan
Dukungan keluarga Kuesioner 60
Jumlah penghuni | % ovaeer 12
Kapesites hunian | % coroior 12
Sarana pembinaan X‘mﬁ 12
Primer (Kepala Wawancara
UPT/Kasi/Kasubsi) SDM petugas mendal 12
Anggaran biaya
et | T |
i i
Kerjasama instansi ‘Wawancara 12
terkait mendalam
Program Wawancara 7
Penyululian mendalam
. . Program Wawancura
Primer (Kabid il 7
Kanwil dan Kepala e L
BNP Aceh) Program Wawancara 7
penindakan mendalam

D. Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 60

(enam puluh) orang narapidana kasus narkotika dan psikotropika di 6 (enam) UPT

Pemasyarakatan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

Di samping itu data sekunder atau data tambahan dihimpun dari berbagai

instrukturyangadabaikdiLAPAS/RUTANdanKantorWilayahKen;enterian

Hukum dan HAM Provinsi Aceh maupun perpustakaan. Sementara itu sumber
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data primer yang diwawancara adalah para Kepala LAPAS dan Kepala RUTAN
beserta Kasi Pembina dan Kasubsi Pelayanan Tahanan,
E. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian
lapangan dan studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif dan disusun
dalam bentuk deskriptif. Setelah terlebih dahulu data yang diperoleh dari
kuesioner yang sudah diisi oleh responden, selanjutnya data tersebut
dikelompokkan ke dalam kategori: jenis kegiatan yang diikuti, tanggapan atas
program pembinaan, manfaat program pembinaan, dan dukurgan keluarga.
Langkah selanjutnya dilakukan tabulasi hasil penelitian.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan

berikut.

1. Pembinaan narapida;xa kasus narkotika dan psikotropika pada Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh belum
dilakukan sebagaimana mestinya, belum menerapkan pembinaan khusus
berupa Therapeutic Community dan Rehabilitasi Terpadu, Samipai saat ini
program yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara di Aceh hanya merupakan/programn pembinaan umum
untuk semua narapidana dari semua jenis tindak pidananya.

2. Pembinaan khusus narapidana kasus’ narkotika dan psikotropika di
Lembaga Pemasyarakatan dati Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh
menghadapi kendala befikit,

a. Para petugas belund memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang
Therapeutic, Community. Pengetahuan para petugas baru pada tahap
dasar\.pengenalan  jenis-jenis narkotika, bahaya penyalahgunaan
narkotika, dan tata cara pencegahan masuknya narkotika ke dalam
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b. Kendala lainnya adalah bahwa hampir seluruh Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tabanan Negara di Provinsi Aceh
mengalami over capacity (kelebihan penghuni) yaitu jumlah penghuni
lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas ruang hunian yang
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tersedia sehingga tempat/ruangan untuk pembinaan dipakai sebagai
tempat hunian/tempat tidur penghuni. Akibat lain dari over capacity
ini petugas lebih fokus untuk melakukan tugas pengamanan daripada

tugas-tugas di bidang pembinaan.

3. Peningkatan pelaksanaan pembinaan narapidana kasus narkotika dan
psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
di Aceh akan dapat ditingkatkan apabila strategi kelembagaan ditetapkan
dalam sebuah kebijakan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan
program pembinaan yang dimaksud sesuai dengan organisasi dan tata
kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh.

B. Saran
1. Saran bagi Kepala LAPAS dan Kepala RUTAN

a. Para Kepala Lembaga Peniasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan
Negara di Provinsi ,Aceh /diarahkan untuk melakukan peningkatan
kapasitas dan Kemiampuan petugasnya dalam rangka menghadapi
kompleksitas masalah internal dan eksternal yang menjadi kendala
dalam _menjalankan program Therapeutic Community dan rehabilitasi
terpadu sebagai bentuk pembinaan narapidana narkotika dan
psikotropika.

b. Meningkatkan kemitraan atau kerjasama dengan mwlti stakeholder
antara lain pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, rumah sakit
pemerintah/swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi
negeri/swasta, Kantor Kementerian Agama, dan lain-lain. Kemitraan
sangst diperlukan untuk menunjang tercapainya peningkatan kinerja
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karena selain membantu dalam aspek pembiayaan, juga menunjang
perumusan strategi yang lebih efektif, mendukung proses inisiasi, dan
adanya peningkatan pengawasan dari berbagai pihak.

2. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Provinsi Aceh beserta para Kepala Bidang hendaknya
meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada para petugas di LAPAS
dan RUTAN agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAS dan
RUTAN dapat lebih baik.

3. Saran kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemeénterian Hukum
dan HAM Republik Indonesia sebagai berikut.

a. Perlu segera membuat/melengkapi Standar Operasional Prosedur
berdasarkan deskripsi kerja yang diatur\dslam Organisasi dan Tata
Kerja LAPAS dan RUTAN, ugtuk mienjadi acuan kerja para petugas
dalam melaksanakan tugas‘tugasnya.

b. Agar merumuskan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia untuk mernyempurnakan postur anggaran pada LAPAS dan
RUTAN sehingga merespon kebutuhan organisasi dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.

¢. Perlunya di tingkat Wilayah dengan dukungan Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia untuk mengembangkan latihan-latihan Keterampilan Teknis
Pembinaan bagi petugass LAPAS dan RUTAN  secara
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RUTAN yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan
tugas-tugas pembinaannya.

d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar mendorong Kementerian
Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan pembuatan kebijakan
mengenai: Standarisasi Gedung LAPAS dan RUTAN yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana bangunan penunjang pembinaan
narapidana khusus, kerjasama dengan organisasi profesi dan kelompok
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli seperti dokter,
psikiater, psikolog, pendidik, instruktur keterampilan—ketja, ahli
pendidikan agama dan lain-lain kepentingan pembinaan Narapidana di
LAPAS dan RUTAN.
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Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika.

Sambutan Menteri Sosial Penerbitan Buku “Metode Therapeutic Community
(Komumitas Terapeutik) dalam Rehabiltasi Sosial Penyalahgunaan
Narkoba™ Kerjasama Badan Narkotika Nasional RI dengan Departemen
Sosila RI , Jakarta, 2001
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Lampiran 1
DAFTAR PERTANYAAN / KUISIONER
Umur Responden
Alamat Responden
PETUNJUK : Pilih salah satn jawaban di bawah ini yang
paling sesuai menurut anda dengan memberi
tanda silang (X) pada jawabannys.

I. Indentifikasi Responden
1. Kalau boleh diketahui, apa pendidikan tertinggi’ Atida?
a. SR/SD/MIN b. SMP/MTsN ¢. SMA/MAN
d. Diploma e. Sarjana Mada f. Sarjana

2. Apa pekerjaan Saudara sehari-hari?
a. Petani b.(Wiraswasta c. Pedagang
d. Lain-lain

3. Dalam status narapidana kasus narkotika dan psikotropika Saudara divonis

hakim bersalah terlibat scbagai?
a. Bandar b. Produsen c. Pengedar
d. Pengguna e. Lain-lain

4. Berapa lama Saudara dihukum?
a. Kurang 1 Tahun b. 1 Tahun s/d 5 Tahun c. 5 Tahun s/d 10 Tahun
d. Lebih 10 Tahun e. Seumur Hidup / Hukuman Mati

II. Jenis Kegistan Yang Diikuti
1. Pembinaan Mental/Spiritual
ceramah agama, belajar membaca Al-Qur’an, sholat berjamaah, wind
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yasin dan membaca buku-buku agama. Apakah Saudara mengikuti semua
kegiatan tersebut?

a. Semua b. Sebagian c. Salah Satu

d. Tidak Mengikuti

2. Pembinaan Jasmani
Kegiatan olahraga berupa: Bola voli, senam, tenis meja, sepak takraw dana
perawatan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih
dan sehat, pemeriksaan kesehatan. Apakah Saudara mengikuti kegiatan-
kegiatan tersebut?
a. Semua b. Sebagian c. SalahSatu
d. Tidak Mengikuti '

3. Pembinaan Keterampilan/Kemandirian
Kegiatan dalam pembinaan ini berupa ‘: ‘Pelatihan pertukangan kayu,
menjahit pakaian, membuat kerajinan‘tafigan, pertanian dan perternakan .
Apakah Saudara mengikuti semua kegiatan tersebut?
a. Semua b. Sebagian ¢. Salah Satu
d. Tidak Mengikuti

4. Pembinaan Sosial
Kegiatan dalam ‘pembinaan ini berupa: Latihan kelompok, penyuluhan
hukum, sosialisasi HAM, penyuluhan tentang etika dan lain-lain. Apakah
Saudara mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut?
a. Semua b. Sebagian c. Salah Satu
d. Tidak Mengikuti

III. Tanggapan Atas Program Pembinaan
1. Apakah pendapat atas tanggapan Saudara mengenai pelaksanaan program
pembinaan di LAPAS atau RUTAN ini?
a. Sangat Baik b. Baik ¢. Cukup
d. Tidak Baik
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2. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai peranan, sikap dan kemampuan
petugas dalam membimbing Saudara mengikuti program pembinaan?
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup
d. Tidak Baik

3. Apakah tanggapan Saudara mengenai penyediaan fasilitas pembinaan
seperti: tempat kegiatan, peralatan, tenaga instruktur dll?
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup
d. Tidak Baik

4. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai jadwal kegiatan harian penghuni
LAPAS atau RUTAN sehubungan dengan kesempatan mengikuti program
pembinaan?

a. Sangat Baik b. Baik ¢ Cukup
d. Tidak Baik

IV. Manfaat Program Pembinsan
1. Apakah pendapat Saudara tentang kegiatan program pembinaan yang
dilaksanakan selama ini?
a. Sangat Bermanfaat “b. bermanfaat ¢. Kurang bermanfaat
d. Tidak Bermanfaat

2. Bagaimana ‘meénurut pendapat Saudara tentang manfaat diadakannya
pembinari.jasmani dan perawatan keschatan untuk para narapidana di
LAPAS atau RUTAN ini?

a. Sangat Bermanfaat b. bermanfaat ¢. Kurang bermanfaat
d. Tidak Bermanfaat

3. Pembinan keterampilan/kemandirian yang dilaksanakan apakah dapat
memberikan manfaat bagi Sandara apabila nanti Sandara kembali ke
dalam masyarakat?

" a. Sangat Bermanfaat b. bermanfaat c. Kurang bermanfast
d. Tidak Bermanfaat
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4. Sebagai narapidana kasus narkotika psikotropika yang terlibat dalam
penggunaan atau pemakaian narkotika apakah kegiatan rehabilitasi dan
terapi yang akan diadakan di LAPAS atau RUTAN ini sudah Saudara
rasakan manfaatnya?

a. Sangat Bermanfaat b. bermanfaat ¢. Kurang bermanfaat
d. Tidak Bermanfaat

V. Dukungan Keluarga

1. Untuk keberhasilan program pembinaan diri Saudara sebagai pengguna
atau pemakai narkotika dan psikotropika yaitu agar terlepas dari
ketergantungan, apaka orangtua Saudara mendukungnya misalnya selalu
mengunjungi ke LAPAS atau RUTAN dan memberikan dorongan
semangat, nasehat-nasehat dl1?
a. Sangat Mendukung b. Mendukung ¢/ Kurang Mendukung
d. Tidak Mendukung

2. Apakah Saudara sudah berkeluarga; apakah isteri dan atau anak-anak
Saudara memberikan dukungan berupa perhatian dan tidak meruntut
sesuatu yang dapat meresahkar pikiran Saudara?

a. Sangat Mendukusig/ b. Mendukung c. Kurang Mendukung
d. Tidak Mendukung

3. Dalam rangka mierehabilitasi dan terapi diri Saudara melalui usaha-usaha
pembinaan “di LAPAS atau RUTAN ini memungkinkan diperlukan
bantuan keuangan misalnya untuk biaya kesehatan dil yang dikarenakan
keterbatasan anggaran biaya di LAPAS atau RUTAN tidak dapat dipenuhi,
apakah orangtua, isteri, keluarga isteri bersedia mendukungnya dengan
memberikan bantuan keuangan?

a. Sangat Mendukung b. Mendukung ¢. Kurang Mendukung
d. Tidak Mendukung

4. Suatu saat nanti Saudara akan selesai menjalani hukuman dan kembali ke
dalam masyarakat, apakah keluarga Saudara memberikan dukungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40772.pdf

berupa jaminan kondisi kehidupan yang baik sehingga dapat mencegah
Saudara kembali menggunakan narkotika dan psikotropika?

a. Sangat Mendukung b. Mendukung ¢. Kurang Mendukung
d. Tidak Mendukung

Terima kasih atas bantuan Sawdara yang telah ikut memberikan
jawabannya, semoga jawaban Saudara dapat memberikan nilai tambah dan
mendapat kebajikan dari Allah SWT. Amiiin.......

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40772.pdf

TABULASI HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN TAHUN 2010
TENTANG JENIS KEGIATAN YANG DIIKUTI

Frekuensi (Persentase)
Tidak
No. Uraian . Sebagian Salah Vengs Total
mus
Satu (%)
kuti
Jenis Kegiatan Yang
diikuti (XI) '
1. Pembinaan mental 15 7 5 3 30
spritual (XI,) (50%) | (23,33%) | (16,67%) 1 (10%) | (100%)
2, Pembinaan Jasmani 11 6 8 5 30
XL) (36,67%) | (20%) 26,67%) | (16,67%) | (100%)
3. Pembinaan - 5 6 19 30
Keterampilan %) 1 (16,67%) | 20% |(6333%)| (100%) -
/Kerajinan (XI;)
4. Pembinaan Sosial 7 8 6 9 30
(X1 (23,33%) | (26,67%) | 20% 30% (100%) -

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010
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Frekuensi (Persentase)
No. Uraian Samgat | Baik | Cukup | Tidak | Total
Baik Baik (%)
Tanggapan Atgs
Program Pembinaan
(X2)
1. | Pelaksanaan Program - 3 7 20 30
Pembinaan di LAPAS
% o
atau RUTAN ini (X2)) %) (10%) | (23.33%)°1 (66,67%) | (100%)
2. { Sikap dan kemampuan 1 3 7 19 30
petugas 3 HO% 23,33% 63,33%
membimbing (X2z) (3,33%) (10%)" | (23,33%) | (63,33%) | (100%)
3. ‘ Sarana dan Prasarana ! - 2 10 18 30
(X25) v _
(0%) (6,67%) | (33,33%) | (60%) | (100%)
4. | Jadwal kegiatdan dan 2 4 14 10 30
Pembinast (X2,) (6,67%) | (13,33%) | (46,67%) | (33,33%) | (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010
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Frekuensi (Persentase)
No. Uraian Sangat | Berman- | Kurang | Tidak
Berman- faat Berman- | Berman | Total
faat faat ~fant (%)
Manfaat Program
Pembinaan (X3)
1. Kegiatan Program 8 7 9 6 30
Pembinaan (3(3y)
(26,67%) | (23,33%) | . (30%) (20%) | (100%%)
2. | Manfaat Pembingan | 19 6 3 2 30
Jasmani dan
Pera Kesel (63,33%) | +(20%) (10%) | (6,67%) | (100%%)
(X32)
3. | Manfaat Pembinaan | { 16 9 11 4 30
Keterampilan/Keman= :
dirian untuk kemibali (20%0) (30%) | (36,67%) |(13,33%)| (100%)
ke masyarakat-(X3;)
4. Manfaat Kegiatan 5 8 11 6 30
Rehabilitasi di LAPAS
atan RUTAN (X3,) (16,67%) | (26,67%) | (36,67%) | (20%) | (100%)

Sumber ; Data Primer Diolah Tahun 2010
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Frekuensi (Persentase)
| Ne. Uraian Sangat | Mendu- | Kurang | Tidak
Mendu- | kung | Mendu- | Menda- | Total
kung lang | kumg | (%)
Dukungan Keluarga
(X4)
| 13. | DukunganKeluarga | 11 9 7 3 3
agar terlepas dari
(36,67%) | (30%) | (2333%)| (10%) | (100%)
ketergantungan
Narkotika/Psikotropika
(X4y)
14. Dukungan Keluarga 4 6 14 6 30
berupa perhatian dan
tidak banyak tuntutan | 392700 (0%) | (46,67%) | (20%) { (100%)
(X42)
15. | Dukungan Keuangan 7 3 9 11 30
| dari Keluarga apabila . | |
diperlukat (X4 | @333 | (10%) | (B0%) | (36,67%) | (100%)
| 16. | Dukungan Keluarga 8 4 5 13 30
apabila Saudara bebas
| dankembalike | @657 | (13,33%) | (16,67%) | (43,33%) | (100%)
masyarakat(X4,)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010
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NO.

INFORMASI/RESPONDEN

PENDAPAT

Ridwan Salam. WS, SH
Kepala LAPAS Klas IIA
Banda Aceh

LAPAS Klas IIA Banda Aceh baru
dioperasikan lagi pada awal Pebruari
2010, tetapi jumlah nara pidananya cepat
sckali ~ bertambah  karena  juga
menampung pindaban dari daerah lain
schingga melebihi kapasitas yang
tersedia, program pembinaan yang
dilaksanakan secara umum untuk semua
penghuni narapidana dan tahanan karena
terbatas  lebih  terfokus\” kepada
pengamanan dan
narapidana narkotika-adanya kerjasama
dengan BNN Pusat,"BNP Aceh, LSM
Yakomi Banda Aceli sebatas penyuluhan
dan sosialisa&i /bahaya penyalahgunaan
Narkotika dan psikotropika

Syamsul Hadi, S.Sos
Kepala Seksi Binadik
LAPAS Kias [TA
Barida” Aceh

Penghuni LAPAS Klas IIA Banda Aceh
didominasi (53%) kasus narkotika dan
psikotropika akan tetapi pembinaan
terhadap mereka belum dapat dilakukan
terutama program rehabilitasi terpadu

dan Terapeutic Community karena tidak

cukup tersedia ruangan, tidak ade SDM
petugas yang memiliki kompetensi di
bidang tersebut, anggaran biaya yang
sangat kecil, kerjasama dengan BNN,
BNP Aceh, yayasan / LSM Yakomi dan
Program pembinaan dari Kantor Wilayah
berupa penyuluhan, sosialisasi dan
pelatihan dasar penanggulangan
narkotika akan terus dilanjutkan dan
ditingkatkan apabila kami sudah

| menempati gedung baru yang lebih

lengkap fasilitasnya di LAPAS Klas [IA
Banda Aceh yang baru di Lambaro

Fahyudi, SH
Kepala RUTAN Klas IIB
Jantho

Jumlah narapidana dibandingkan dengan
kapasitas hunian di RUTAN Klas IIB
Jantho sudah melebihi kapasitas, tetapi
tidak terlalu banyak karena
narapidana/tahanan dari Banda Aceh
tidak lagi dikirim ke Jantho sebab
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NO.

INFORMASI/RESPONDEN

PENDAPAT

LAPAS Klas IIA Banda Aceh sudah
berfungsi.  Pembinaan  narapidana
narkotika dan psikotropika dengan
Rehabilitasi Terpadu dan Terapeutic
Community secara khusus belum
dilaksanakan tetapi secara umum untuk
seluruh narapidana sudah banysk
dilakukan seperti : penyuluban hukum

| tentang narkotika, pelatihan pegawai

tentang pengenalan jenis-jenis narkotika
RUTAN, sosialisasi tentang bahaya
penyalahgunaan narkotika' yarg sedang

| dilaksanakan dengan kerjasama BNN -

Pusat adalah pelatihan ~kemandirian
dengan program alternatif development
melalui pelatiian _pékerjaan pertanian
tanaman cabe, peternakan kambing dan
itik serta pemeliharaan ikan lele.

Surya Wily, SH
Kepala Sub Seksi Pelayanan
Tahanan RUTAN Klas I[IB
Jantho

Pembinaan khusus narapidana narkotika
dan (psikotropika di RUTAN Klas IIB
Janthosecara normal sudah dilaksanakan
terutama untuk perawatan kesehatannya
di RUTAN Jantho sudah memiliki klinik
dan pegawai yang berpendidikan dokter
umum misalnya ada narapidana yang
mengalami sakaw (ketagihan narkotika)
dapat ditangani oleh dokter yang apabila
memerlukan perawatan lanjutan dibawa
ke PUSKESMAS Kota Jantho.

| Pembinaan melalui Terapeutic

Community  masih  dalam  taraf
perencanaan yaitu akan bekerjasama
dengan LSM yang bergerak di bidang
penanggulangan narkotika dan
kegiatan lain yang berkaitan dengan
pembinaan narapidana Narkotika dan

| Psikotropika terus diusahakan, kendala

utama adalah SDM RUTAN Jantho,
fasilitas sarana dan prasarana, anggaran

| blaya yang sangat tidak memadai dan:

kemauan narapidana yang masih harus
fimotivasi . ”
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NO.

INFORMASI/RESPONDEN

PENDAPAT

Joko Setiyono, BeIP,S,Sos
Kepala RUTAN Klas IIB
Takengon

Prosentase narapidana narkotika dan
psikotropika di RUTAN Klas IIB
Takengon menempati urutan pertama di
atas 50 % dari seluruh penghuni, untuk
pembinaannya sampai sekarang masih
disamakan saja dengan narapidana kasus
lainnya baik pembinaan agama,
pembinaan fisik dan  kesehatan,

| pembinaan  keterampilan  maupun

pembinaan ilmu pengetahuan dan
pembinaan  sosialoys, Hal  ini
penyebabnya keterbatasan sarana dan
prasarana, kemampuan petiga¥ pembina,
anggaran biaya yangsengat kurang.
Rehabilitasi Terpadu, dan” Terapeutic
Community baru téhap)wacana yang baru
dilakukan adalah pényuluhan hukum,
pelatihan /pengenalan  bahan-bahan
narkoba ,kepada” petugas. Berdasarkan
kerjasama dengan Kantor Wilayah, BNP
Aceh dan pelatihan keterampilan dengan
Dinaa-Tenaga Kerja / BLK Kabupaten
Acch Tengah

Gunawan, SH
Kasubsi Pelayanan Tahanan
RUTAN Klas IIB

Kegiatan pelaksanaan pembinaan
narapidana di RUTAN Klas IIB Takengon
masih terbatas pada pendidikan agama
bekerjasama dengan Kantor Kementerian’
Am Kab\m Aceh Tengsh,

PUSKESMAS Kota Takengon, kegiatan
olahraga bola voli, sepak takraw dan
senam. Untuk keterampilan beberapa
orang (10 orang) mengerjakan pertukangan

tangan dari tempurung kelapa hasilnya

dijual untuk membeli bahan baku dan

yang mengesjakan untuk kepentingan
hariannya. Belum ada program khusus
panhnmnmapﬁmpwandunmko&ka,

kegiatan dapat diikuti oleh
wapmdmlmndnhmmmp:dmkasns

| narkotika dan psikotropika
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NO.

INFORMASI/RESPONDEN

PENDAPAT

Ruseno, SH
Kepala Cabang RUTAN

Biureun

Kondisi hunian Cabang RUTAN
Biureun luar biasa padat kelebihan
daya muat ruang hunian mencapai
200% misalnya kamar hunian
kapasitas 9 orang diisi 30 orang
sehingga narapidana yang dianggap
“aman” ditempatkan di serambi
musholla, pemindahan ke LAPAS lain
di Aceh juga sulit karena di tempat
lain juga sudah melebihi daya
muatnya. Pembinaan  narapidana
dilakukan secara umum, belum dapat
dilakukan secara khusus\” melalui
program Rehabilitasi Térpadu dan
Terapeutic Community) tidak ada
ruangan untuk pémbinsan kelompok
khusus seperti) “‘halnya pecandu
narkotika,  kalau~ mereka  sakit
dihubungi’ kelarganya agar dapat
membantu \ keperluan obat-obatnya,
pendidikan” agama, senam, ceramah-
cetamali penyuluhan hukum, masalah
narkotika diikuti oleh sebagian
narapidana sesuai dengan kapasitas
ruangan musholla yang terbatas.

M. Nasir
Kasubsi Pengelolaan
Cabang RUTAN

Biureun

Program utama kegiatan petugas kami
adalah pengamanan seperti mencegah
pelarian, pemberontakan, perkelahian
antar narapidana dan lain-lain
pelanggaran  disiplin tata tertib
pengamanan, selain itu juga penting
pelayanan makan, perawatan
keschatan, pelaksanaan ibadah dan
olahraga. Semua kegiatan ini diikuti
secara umum oleh  penghuni
narapidana dan tahanan. Adapun
pembinaan khusus bagi narapidana
pemakai narkotika psikotropika yang
memerlukan  pembinsan  dengan
Rehabilitasi Terpadu dan Terapeutic
Community belum dapat dilaksanakan,
pembinaan di bidang itu baru ada
penyuluhan dari BNP Aceh dan dari
Kantor Wilayah Kemenkumham
Aceh.
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No‘

INFORMASYVRESPONDEN

PENDAPAT

Edi Teguh Widodo, BCIP,
S.Pd
Kepala LAPAS Klas [1A
Lhokseumawe

Penghuni LAPAS Klas A
Lhokseumawe melebihi daya muat dan
untuk  mengatasinya antara  lain

percepatan
pembebasannya dengan program
pembinaan  bebas  bersyarat, cuti
menjelang bebas, cuti bersyarat, remisi
dan grasi bagi narapidana manula,
narapidana anak, narapidana berpenyakit
tetap sesuai dengan peraturan dan
ketentuan serta terpenuhinya syarat-syarat
administrasi dan substansinya..Pembinaan
terhadap narapidana narkotika’ dan
psikotropika sudah dimulai” dengan
Rehabilitasi Terpadu bekerjasama dengan
instansi terkait dap LSM - Ya Kita
Ayomi Cabang JLhokseumawe untuk
pelaksanaan akan  Teragpeutic
Community “2kan dimulai dengan
pelatihan ‘“terthadap petugas yang
bertigas) di bagian pembinaan yang
kémungkinan tahun 2012 mendatang
sudab dapat dilaksanakan

10.

Drs. Buchari
Kepala Seksi Binadik
LAPAS Klas 1A
Lhokseumawe

Untuk melaksanakan pembinaan terhadap
narapidana Narkotika dan psikotropika di
LAPAS Klas IIA Lhokseumawe banyak
sekali kendalanya antara lain : fasilitas
Gedlmg,anggaranbtaya,pewsnspembm
yang memiliki kompetensi di bidang
terscbut, minat dari narapidana yang
bersangkutan, dukungan keluarga dan
lain-lain. Namun kami telah merintis
secara bertahap dengan telah melakukan
kerjsama dengan instansi terkait, program
utama kami adalah bagaimana terlebih
dahulu “membersihkan” LAPAS Klas [TA
Lhokseumawe dari keberadaan barang
terlarang narkotika dan psikotropika
sehingga LAPAS Klas IIA Lhokseumawe
benar-benar bebas narkotika. Tindakan
yang kami lakukan adalah meningkatkan
pengeledahan semua orang yang masuk
LAPAS dan meningkatkan pengeledahan
Narapidana / Tahanan dan ruang
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INFORMASVRESPONDEN

PENDAPAT

11.

Drs. Sulthon Ma’arif
Kepala LAPAS Klas IIB
Meulaboh

Untuk tingkat hunian masih mencukupi
dan tidak over capacity. Bangunan baru
LAPAS Klas IIB Meulaboh yang
dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Aceh (BRR-Aceh) setelah
tsunami hanya membangun gedung kantor,
ruang hunian, dapur dan tembok keliling
serta musholla, bangunan lainnya seperti
kerja dan lain-lainnya direncanakan
dibangun dengan biaya APBN Tahun
2011. Apabila seluruh sarans. bangunan
keperluvan pembinaan telah ‘ada  maka
pembinaan narapidana di. LAPAS Klas 1B
Meulaboh akan lebik, baik dan khusus
pembmaanterhadapnampxdm khusus

berbagai pihak baik instansi pemerintah
maupan-, LSM  untuk  melakukan
pembinaan Narapidana di LAPAS Klas
IIB Meulaboh

12.

Khairuddin, S.Ag
Kepala Seksi Binadik
LAPAS Klas IIB
Meulaboh

Menmltpendapatsaya,panbnmankhm

biasanya rusak juga dan yang parah adalah
kondisi fisik keschatannya banyak
gangguan jadi penanganannya harus lebih
komprehensif. Jadi yang utama adalah
bagmamanadlLAPASKlasIIBMeulaboh

dengan berbagai pihak yang terkit
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NO.

INFORMASI/RESPONDEN

PENDAPAT

13.

Mohd. Tavip, SH, MH
Kepala Bidang Registrasi
Perawatan dan Bina Khusus
Narkotika Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Propinsi Aceh

Pembinaan terhadap narapidana khusus
narkotika dan psikotropika di Lemabaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
/ Cabang Rumah Tahanan Negara di Propinsi
Aceh belum dapet dilaksanakan sebagaimana
Kantor Wilaysh kami telah melakukan
penyuluhan hukum, sosialisasi
penanggulangan bahaya penyalahgunsan
narkotika, memfasilitasi BNP Aceh dan BNN

Pusat untuk mengadakan kegiatan pembinaan
pada LAPAS dan RUTAN-.di Acch

LAPAS / RUTAN unink ipemutus rantai
puedmmnatkoﬁkadiLAPASlRUI‘AN
kami perintahkan | méngintensifkan  razia
mkobadammdibdimpihnkl’()l,m
setempet. (Pelaky  memiliki, menyimpan,
menggunakan. narkotika ditindak dengan
tegasdenmmmwahkanpmyelmamya

14,

Drs. Moh. Tochiya Hidayat
Kepala Pelaksana Harian
Badan Narkotika Propinsi
Aceh

Untuk melalmlm pembinaan  khusus
tethadap narapidana khusus narkotika dan
Psikotropika pada Lembaga
Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara
di Aceh melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Demand Reduction
Yaitu pengurangan adanya permintaan
kebutuhan narkotika dan psikotropika para
narapidana dengan cara antara lain
pengalihan perhatian yaitu memperbanyak
kegiatan-kegiatan aktif produktif sehingga
tidak ada waktu narapidana menganggur
untuk memikirkan narkoba

2. Suply Reduction
Yaitu pengurangan pengiriman / masuknya
narkoba ke dalam LAPAS / RUTAN
dengan memperkuat pemeriksaan di pintu
masuk / intensifkan razia baik berkala
maupun insidentil

3. Harm Reduction
Pengurangan dampak buruk terhadap
pengguna narkobe yaitu adanya kegiatan-
kegiatan perawatan keschatan, Rehabilitasi
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NO. | INFORMASIVRESPONDEN

PENDAPAT

Tetpahx,ProgmnTmpewichnmm

psihﬂq:ika.Ukamelalmﬂmmthus
ada kerjasama dengan banyak pihak dari
Instansi Pemerintah, LSM, Pihak Swasta dan
laimya dan BNP Aceh siap memberikan
dukungan dan bantuannya
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telpon 021.7415050, Fax. 021.7415588

Nama

NIM

Tempat /Tanggal Lahir
Registrasi Pertama

Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan Stuktural :

—

BIODATA

: Ace Hendarmin

: 015793605

: Bogor, 24 Met 1953
: 2009.2

: 1. Sekolah Dasar Negeri [ Bogor tamat tahun 1965
. Sekolah MenengahPertama Negeri 2 Bogor tamat

tahun 1968

. Sekolah Ménerigah Atas Negeri 2 Bogor tamat tahun

1971

. Akademi” Ilmu Permasyarakatan Departemen

Kehakiman RI Jakarta tamat tahun 1975

, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Iskandar

Muda Banda Aceh Jurusan Administrasi Negara
tamat tahun 1983

. Diklat Spama Jakarta tahun 1996
. Diklat Pimpinan Tingkat I LAN-RI Jakarta tahun

2007

. Diklat Kader Pimpinan Tingkat [ Departemen

Hukum dan HAM RI Jakarta tahun 2007
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Diklat/ Kursus/ Penataran ~ : 1. Penataran P4 tipe B tingkat Provinsi Banda Aceh,
tahun 1979.
2. Penataran Bendaharawan (A) Banda Aceh tahun
1979
3. Kursus penanggulangan bahaya penyalahgunaan
Narkotika : Mabes POLRI Jakarta, Tahun 1982
4. Penataran Administasi Aparatur Kehakiman Banda

Aceh, tahun 1983

5. Diklat GANISPAS Bidang Rutan. Dep. Kehakiman,
Jakarta I 985

6. Penataran Pengawasan melekat » (WASKAT),
Pekalongan, tahun 1989

7. Penataran hukum Peradilani- Tata Usaha Negara
Pemalang, tahun 1990

8. Penataran Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
Semarang, tahnr1991

9. Penataran'P4 Konstektual Eselon III, Padang, tahun
1998

10.Dikiat Managemen Perkoperasian : KPPDK Dep.
Kehakiman. R1, Bogor tahun 2001

I'l. Diklatsar Intelijens, Jakarta tahun 2002

12.Training Course in Human Rights and Prisons
Standards for Senior Officers from the Indonesians
for Correctional Services : RWI Lund University-
Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, tahun 2006

13.Diklat Pelaksanaan Tugas Ordonancering : Balai
Keuangan, Medan tahun 2006

14.Diklat Perckrutan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Jakarts, Tahun 2006

15.Advanced Training Course in Human Rights and
Prison Standards : Lund and Stockholm Sweden,
tahun 2006 ‘
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Riwayat Pekerjaan

Alamat Tetap

Telepn / HP

: 1. Staf Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga

Provinsi Aceh tahun 1976 s/d tahun 1978

2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Kantor

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banda Aceh tahun
1978 s/d tahun 1981 eselon V.a

. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Idi — Acch

Timur tabum 1981 s/d tahun 1988 eselon IV.b

. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pemalang —

Jawa Tengah tahun 1988 s/d 1995 eselon IVa

. Kepala Lembaga Pemasyarakatan _Klss IIB

Payakumbuh — Sumatera Barat talan 1995 s/d 1999
eselon IILb

. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Lhokseumawe — Aceli Utara tahum 1999 s/d tahun 2000
eselon Ill.a

. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Acch

tahun 2000 s/d tahun 2004 eselon ILa

. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta

—Medan tahun 2004 s/d tahun 2008 eselon IL.b

., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Aceh tahun 2008 s/d sekarang eselon ILa

: Perumahan Emperom Permai jl. Tgk. Abdurahman MM
No. 2 Simpang Dodik — Banda Acch

: 0651 — 40642 /HP : 081376132440

Banda Aceh, 15 Oktober. 2011

NIM. 015793605
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